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ABSTRAK 

Nama : Toto Hari Saputra 

Program Studi : Pasca sarjana 

Judul : Dampak Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan terhadap Bidang 

Usaha Minyak dan Gas Bumi Setelah BerJakunya Undang~ 

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Tesis 1ni , embahas mengenai dampak perlakukan perpajakan dan 

kepabeanan terhadap bida g usaha minyak an gas burnl, k:hususnya setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tali 2001 teatang Minyak dan Gas 

Bumi. PeneHtian int adalah penel· tian dengan pendekatan kualitatif dengan desain 

deskriptif. Hasil penelitian menyarankan Hahwa Badan Pelaksana Migas dan 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu terlebih dahulu memahami 

ketentuan-ketenhlan terkait antara ain ketentuan di bidang pe aja.k:an dan 

kepabean , kehutanan. lingkumm hidup dan lain set3agaimanya sehi gga 

penyusunan kontrak di bidang migas lebih se~aras dengan lJU Migas dan 

peraturan perundangan lain yang terka ~t. 1 enginfat kontrak di bidang migas 

terkandung unsur penguasaan hajat hidup orang banyak, berjangka waktu lama, 

dan berpengaruh pad a keuangan negara dalam jangka pan· ang> Pemerintah perlu 

membentuk suatu tim yang soli (bersifat .ad hoc ataupun antar departemen) 

dengan melibatkan unit-unit terkait guna mengkaji secara komprehensif{baik dari 

aspek penerimaan mi as, pajak. kehutanan~ lingkungan hi<iup dan sebagainya) 

kebijakan di bidang usaha migas dalrun r ngka menyusun kontrak baku di bidang 

migas dengan tetap memperhatikan hal kebijakan ekonomi yang akan ditempuh, 

kepa.~tian hukum serta memberikan profit bagi negara dan menarik bagi investor. 
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ABSTRACT 

Name : Toto Hari Saputra 

Study Program: Post Graduate 

Title : The Impact of the Taxation and Custom Regulation to the Oil 

and Gas Industry since effectiveness of the Undang-Undang 

tentang Minyak dan Gas Bumi (Law No. 22 of2001) 

The focus of this study is the impact of the taxation and custom regulation to the 

oil and gas industry in Indonesia, si ce effectiveness o the Undang-Undang 

tentang Minyak dan Gas Bumi (Law No. 22 of 2001) dated of November 23. 

2001. This research is qualitative descriptive interpretive. he researcher suggest 

that Bada.n Pelaksana Migas and tlie Ministry of Energy and Mineral Resources) 

need to understand to the taxation and c stom egulation, fo restry regulation, 

environment regulation, ami other relating regulation, · order to draft oil and gas 

standard contract under the Undang-Undang tent g Minyak dan G Bumi {1 aw 

No. 22 of2001) and other relating regula ion. 

Further~ considering that ti>il and gas contract have a wide impact to the pub ic 

priority and state's finance, Government require te build a team to resea.rcfi oil 

and gas policy in order to drdft oil and gas standard contract that giv advant~ge to 
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BABI 

PENDAHULUAN 

L LA TAR BELAKANG 

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran 

Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sehingga target pencapaiannya 

senantiasa diharapkan secara maksjmal guna mendukung roda pemerintahan dan 

pernbangunan nasional. Saat 'ni negart\ tidak agi menganda pada pinjaman 

atau bantuan luar negeri dan lebih cenderung untuk mengurang· ya, mengingat 

jumlah utang neg yang teJah relatifhesar. 

Kondisi tersebut di atas menyebabkan penerimaan pajak selalu diharapkan 

terjadi peningkatan dari tahun ke un, sehingga dapat mengganti an Jl9sisi 

pinjaman dan bantuan luar negeri dan da1am rangka mencapai tujuan "APBN 

mandiri' yaitu pajak ecara mandiri dapa membiayat pembangunan. 

Direktorat Jenderat Pajak ~ Direktorat Jenaeral Bea an Cukai, 

Departemen Keuangan sebagai unit yang mempunyai tugas untuk merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajak serta 

kepabeanan dan cukai sesuai deqgan kebijakan yang diterapkan oleh Menteri 

Keuangan berdasarkan peraturan perundan -Wldangan yang bedaku1
, mem unyai 

komitmen untuk melaksanalCan iangkah-1angkah stategis guna menjamin 

penerimaan pajak, bea m uk1 dan cukai yang 1d5ih baik. 

Penerimaan per:pajakan yan terdir.i dari w.jak dalam negeri dan pajak 

perdagangan intemasional mengalami peningka 

dari Rp280,9 triliun pada tahun 2004 menjadi 

Perubahan Tahun 2006.2 

rata-rata 23% per tahun~ yaitu 

Rp 425,1 triliun dalam APBN 

Dalam masa pencapaian APBN mandiri. tidak dapat dipungklri bahwa 

Pemerintah disamping mengandalkan penerimaan dari sektor pajak1 juga 

1 Departemen Keuangan, Keputusan Menlcri Keuangan tenrang Orgam'si1Si Dan 1'ata 
Kerja Deparlemen Kcmmgan, Kepmcn Kemmgan No. 111/KMK,OJ/2006, ps. 358 dan ps. 630. 

2 Departemen Keuangan, NOla Keumrgon don Anggaran Pendapatrm dan Bel(mja Negara 
iahun Anggaran 2007, Jakarta: 2007, hat 22. 

Universitas Indonesia 
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mengharapkan adanya penerlmaan dari sektor lain, seperti halnya dari penanaman 

modal asing dan sektor min yak dan gas bumi (migas }. 

Terdapat tiga komponen penerimaan, perfama penerirnaan yang berasai 

dari pajak dan pungutan-pungutan, Kedua, pendapatan yang berasaJ dari gas dan 

minyak bumi sebaga[ bagian dari pendapatan negara yang penting mesk:ipun 

masih sangat bergantung pada harga minyak dunia, ketiga adalah penerimaan 

yang berasal dari bantuan luar negeri? 

Disamping ketiga komponen dimaksud terdapat beberapa kompone 

penerimaan antara lain pendapatan yang berasal dari penerimaan sumber daya 

alam non migas, hi bah, dan/atau bagia.Dj lama dari badan usaha milik negara. 

Dalam tig tahun tenakhir, realisasi penerimaan swnber daya lam minyak 

dan gas bumi mengalami kenaikan rata-rata 36,9%, yaitu dari Rp 8 · , trl iun pada 

tahun 2004 menjadi Rp 159~8 trHiun pad APBN Perubahan tahun 2006. F tor~ 

faktor ekonomi yang secara signiflkan empengaruhi enenmaan s-umber daya 

aiam minyak dan gas bumi a.ntara [arn 'lai tukar rupiafi terhadap clolar Amerika 

Serikat -dan harga minyak mentah di ~asar nternasional. Pada sisi Lain, realisa.<si 

produksi/lljling minyak mentaH di Indo esia dalam periode yang sarna justru 

cenderung mengalami penurunan. 4 

U paya peningkatan pe erimaan di1akukan Pemerinlah deng 

berbagai earn, antara lain dengan melakukan peningkiatan kcpastian ukum di 

bidang investasi an perp-ajakan. Rada bidang in¥estasi, p:ada tahun 2(}06 telah 

diterbitkan Undang~Undang Nomor 25 Tahu 

Modal 5 
, sedangkan pada bidang migas, upaya tersebut telah dil Ukan pada 

beberapa tahun yang lalu yaitu de gan menerfiit an Undang-Uodang Nomor 22 

Ta.hun 2001 tentang Minyak dan Gas Bum(1. 

Pada bidang perpajakan, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

1 Gunarto Suhardl, Peram:m Hul<um dalam Pembangmum Ekonomi, cet.2, Yogyakarta: 
Peneibitan Universitas Atmajaya, 2002, haL 45. 
4 Ibid. hal. 46. 

! Indonesia, Undang-Undang lenrang Penananaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN 
No, 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724. 

6 lnrlonesia, Undang- Undang tentang Minyok dan Gas Bumi, LN No, 136 Tahun 200 I, 
TLN. No. 4152. 

Univers-itas fndonesJa 
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tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan7 dan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 8, sedangkan di bidang kepabeanan telah diterbitkan U ndang -U ndang Nom or 

17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan 9. 

Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima 

kwalitas: "stability", "predictability", 'fairness", "education", dan kemampuan 

profesi hukum yang meningkat. 1 0 

Adanya tuntutan peningkatan penerimaan dari berbagai sektor atau bidang 

tersebut dalam APBN, mendorong Pemerintah untuk memberikan perlakuan atau 

kebijakan yang ondusif terhadap sektor-sektor yang ada, seperti halnya kegiatan 

usaha di bidang migas. 

Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan 

statistik perminyakan, produksi dalam negeri ada tahun 1999 mencapai 1,496 

j uta barrel per hari (bph) , pad a tahun 2002 jumlahnya menurun menj adi I ,24 juta 

bph, pada tahun 2004 jumlahnya semakin men iut hingga 1,098 juta bph, dan 

pada tahun 2006 menjadi 1 juta bph. Akhirnya, ada tahun 2007 hanya 950 ribu 

barrel per hari. Untuk mengantisipasi harga mmyak yang semakin mahal, perlu 

penerapan kebijakan fiskal yang rasional. Langk itu dilakukan untuk jangka 

panjang, dan pengelolaan sumber daya migas dilakukan secara bisnis dengan 

mengamandeme UU Migas. 11 

Pengamat minyak dan gas bumi Widjatmi o dan Kurtubi menyatakan 

bahwa sesungguhnya investor leoih menaambakan adanya kepastian 

hukum dan sistem perpajakan yang lebih kondusif di sektor migas 

7 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahzm 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tara Cara Perpajakan, LN No. 85 Tahun 2007, TLN. 
No. 4740. 

8 Indonesia, Undang-Undang tenlang Perubahan Keempat alas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, LN No. 133 Tahun 2008, TLN. No. 4893. 

9 Indonesia, Undang-Undang 1entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan, LN No. 93, TLN. No. 466l. 

10 Erman Rajagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era G/obalisasi: 
lmplikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Gum Besar 
Dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 1997. hal. I 0. 

11 Kurtubi, UU Migas Bikin ITTVestasi Berbelit-belit. 2007. 30 Nov. 2008 
<http://econom ic.okezone.com/index. php/Readstory>. 

Universitas Indonesia 
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ketimbang memperbesar bagian KPS. Investor sulil masuk ke sektor ini 

dikarenakan kendala uta.ma yakni ketidakpastian hukum dan tidak 

kondusifnya sistem perpajakan. Widjatrniko dan Kurtubi merujuk pada 

sejumlah survei yang dilakukan, yang rnengatakan bahwa Indonesia tidak 

terla1u menarik, bahkan jika dibandingkan Vietnam dan Malaysia. Padabal 

dari segi potensi sumber migas, Indonesia terrnasuk ungguL Jadi 

masalahnya bukan pada pola bagi hasil atau seberapa besar porsi untuk 

investor, namun antara lain Iebih kepada masalah Korupsi, Kolusi. 

Nepotisme (KKN). dan perpajakan. 12 

Karenanya, di samping upaya penghematan energi, pemerintah perlu 

melakukan kebi'ak.an inv stasl dan pajak yang kondusif serta membe!iikan insentif 

agar dapat rnenarik investasi d' sektor ert.ergi khususnya minyak dan gas bumi. 13 

2. PEMBATASAN MXSAt~H 

Penyelenggaraan egiatan eksplorasi dan e sploitasi migas j ga 

dihara kan menjadi salah satu penerimaan APBN danlatau APBD. yang aJ,lfara 

lain dalam bentuk penerimaan perpa akan d penerimaan Negara Bukan ajak 

(PNBP}. 

Penerimaan perpajakan terdiri dari (i) pajak·pajak (seperti pajak 

penghasilml ba an dan Branch Profit Tax), (ii) bea masuk dan pungutan lain atas 

impor dan ukai, dan iii) pajak claeraH dan retribusi 

perpajakan dalam bentul< pajak daerah dan retribusi daerah akaa digun an untuk 

memblayai peoyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembanggnan daerah. 

Kegiatan usaha bidang migas terbagi dalam beberapa periode, antara lain 

pertama, periode sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. 

Tahun 1960 yang tertuang dalam Perjanjian Karya atau biasa dikenal dengan 

sebutan Kontrak Karya (sampai dengan tahun 1993), kedua periode setelah tahun 

1993 yang dituangkan dalam kontrak production sharing hingga tahun 2001, 

ketiga periode seteJah berlakunya UU Migas. 

12 Ibid, llal, I 
n Pumomo Yusgiantoro. Indonesia Boros Mengonsumsi energi. 2007. 30 Nov. 

2008. <http://www .slnarharapan .co. idlbcrita/htm> 
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Mengingat sangat luasnya aspek perpajakan dan kepabeanan terhadap 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dalam tesis ini penulis membatasi penulisan 

sebatas pada dampak perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang 

usaha rnigas seteJah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Buml, dan hanya menyangkut pajak pusat (Pajak Penghasilan 

dan Pajak Pertambahan Nilai) dan bea masuk. 

3. POKOKPERMASALAHAN 

Berdasarkan latar b lakang yang te!ah disampaikan di atas, Penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah perlakt!lan perpajakan dan epabeanan terhadap Oidang usaha 

minyak dan gas bumi setelah berlak:unya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 t ntang inyak dan Gas Bumi dan pengaruhnya terhadap kegiatan usaha 

min~ak dan gas bumi di Indonesia? 

2) M ngapa perlakuan perpajakan dan kepabeanan tersebut belum cukup 

berikan kepastian nukum bagi lCegiatan usaha di bidang usaha minyak 

dan gas bumi yang berjangka waktu relatif lama dan bagaimMakah 

implikasinxa dalam Anggaran Pend a pat n dcm Bel nja Negara? 

4. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam sebuah penelitian, ditentukan 

selanjutnya dapat dirurnuskan fifjuan yang ingin dicapai dalarn enelitian. 

Memperhatikan masalah p0kok yang diangkat. maka tujuan enehtian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai dampak perlakuan 

perpajakan dan kepabeanan terhadap hidang usaha minyak dan gas bumi 

setelah bedakunya Undang~Undang Nomor 22 Tahun 2001. 

2) Mengetahui apakah perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap kegiatan 

usaha minyak dan gas bumi telah sejalan dengan semangat pembentukan UU 

Mig as. 

3) Mengetahui perbedaan perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang 

usaha minyak dan gas bumi sebelum dan setelah berlakunya UU Migas. 
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4) Mengetahui mengapa perlakuan perpajakan dan kepabeanan tersebut belum 

cukup memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha minyak dan gas 

bumi, dan implikasinya terhadap APBN. 

S. KEGUNAAN PENELITIAN 

Setiap penelitian yang dilakukan tentu diharapkan ak:an mempunyai 

kegunaan dar] hasH yang diperoleh. Kegunaan penelitian diperoleh setelah tujuan 

peneHtian tercapai. Jadi kegunaan penelitian merupak:an harapan yang diinginkan 

oleh peneliti dari tujuan penelitian esuai dengan pihak -pihak yang akan 

rnemanfaatkannya. Kegunaan penetitian ini adalah: 

l ) Kegunaan bagi Penul is 

Peneliti.an lnl adalah merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk 

mem~roleh gelar Magister Hukum dalam Program tudi uk konomi 

Pascasarjana Bniversitas Indonesia. Selain hal tersebut, bagi Penulis peneJitian 

ini adalah upaya proses pemikiran yang istematis sesuai karaah keilmuan dan 

mengetahui manfaat dan kelemah dari suatu ke ijakan terha ap bidang 

usaha tertentu. 

2) Kegunaan agi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jendera Bea dan 

Cul<ai 

Hasil penelitian ini diharapk dapat dijadikan bahan masukan untuk 

merumuskan perhaikan dalam penyusunan kebijakan perpajakan dan 

kepabean khusus y.a perlakuan perpajakan dan f{epabeanan terhadap bidang 

usaha minyak dan gas bumi, sehingga kebijakan yang dik luarkan dapat 

memberikan manfaat bagi negara dan masy,arakat luas. 

3) Kegunaan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian int diharapkan dapat melengkapl literatur dan bahan diskusi 

tentang dampak periakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang usaha 

minyak dan gas bumi, dan sebagai bahan acuan bagi peneHti lain yang tertarik 

pada tema yang sama. 
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6. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPSIONAL 

P.J.A. Adriani mendefinisikan pajak sebagai berikut: 

"pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang 

oleh yang wajib membayamya menurut peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 14 

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa fungsi pajak adalah sebagai 

salah satu sumber pemasuk:an bagi negara (furigs-i budge!Gir) dan gsi mengatur 

(regular) yang berguna sebagai alat n gara untuk mengatur dan melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial Clan ekonomi. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 diatur bahwa segala pajak untuk euangan negara ditetapkan 

berdasarkan Undang-undang. 15 

Sedangkan dasar 2engaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan 

adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3 ) dan ayat (4) ldndang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnxa kemakmuran raK.yat. 16 

Sebaga· pelaksanaan k.etentuan Pasal 2~ axat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indom:sia antara lain te ah diterbi tkan beberapa undang-undang, 

yaitu pertama, ndang-Undang Nomor o Talmn 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Talmn 2008. 

Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 

hal. 2. 

1~ Santoso Brotodihardjo, Penganrar 1/mu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama, 2003, 

Js Indonesia, Undang-Undang Da.sar /945, ps. 23 ayat (2). 
16 Ibid. ps. 33 ayat (3) dan ayat (4). 
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(UU PPN dan PPnBM), keempal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan sebagaimana teJah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006. 

Sejalan dengan reformasi di bidang perpajakan secara berkesinambungan, 

saat ini Pemerintah dan DPR-RI sedang dalam tahap melakukan pernbahan 

keempat atas UU PPN dan PPnBM, yang diharapkan dapat diberlakukan pada 

pertengahan tahun 2009. 

Kewenangan negara untuk meng nakan pajak kepada masyarakat 

merupakan salah satu bentuk kekuasaan negara. Dalam kepustakaan 1lmu negara, 

asal-usul kekuasaan negara. selalu dihubungkan dengan eod kedaulatan 

(sovereignity a au rsouver nilei/). 17 

Sesuai teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, yang mendasarkan 

atas paham organische staatleer, JUstru karena sifat negara maka timbullah hak 

rnutlak untuk memungut pajak, 18 

Sedangkan dalam teori lain mengen i kekuasaan, disamping negara da:pat 

rnenguasai orang (individuals(Juga dapat menguasai sumber daya alam atau 

kekayaan (things), 19 

asar teodtis sum bet: kekuasaan Y¥tg demikian, menurut Van Vollenhoven 

sebagaimana ditulis oleh Notonagoro ialah negara sebagai organisasi 

tertinggi ari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya 

dan negara beroasarkan edudukannya memiliK'i kewenangan untuk 

mem buat---peraturan hukum. 20 

Hukum pajak adalah seba ian dari hukum publi!(, dan ini adalah bagian 

dari tata tertib hukwn yang mengatur hub ngan antara penguasa dengan 

warganya. Huk:um pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif, 

sekalipun terdapat ahli yang menghendaki (antara lain Prof. Adriani) agar bukum 

pajak dibertkan tempat tersendiri disamping hukum administratif, karena hukurn 

11 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 7 
mengutip teori yaug member! dasar hukum bagi kekuasaan negara yang dikemukakan oleh 
Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ. Rousseau. 

111 Sanloso Srotodihardjo, op.cit.l:lal.35. 
t? tbid, haL S. 
10 tbid, hat 7, mengurip NotonagQro, Polltik Hukum dan Pembangunan Agraria di 

Indonesia, 
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pajak juga mempunyai tugas yang sifatnya berlainan daripada hukum 

administratif pada umumnya, yaitu dipergunakan sebagai alat untuk menentukan 

politik perekonomian. 21 

Adam Smith, dalam bukunya Wealth of Nations yang terkenal diseluruh 

dunia memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil, harus 

memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu "equality" dan "equity" atau kesamaan dan 

keadilan, "cerlanty" atau kepastian hukum, "convinience of payment" atau 

dipungut pada saat yang tepat, "economic of collection" atau biaya pemungutan 

yang relatif kecil. Keempat pedoman ini disebut "the four canons of Adam 

Smith", seringjuga disebut "the four maxims" 22 

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan aya t (4) Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada bidang usaha minyak dan gas 

bumi telah ditertlitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (UU Migas). UU Nligas aqtara lain menggantikan Undang-Undang 

Nomor 44 Prp. Tahun 196Ll tentang Pertambangan Minyak: dan Gas Bumi Ban 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak 

dan Gas Bumi Negara {UU Pertamina). 

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia seba ai dasar hak pemguasaoo negara mengatur tentang dasar- asar 

sistem per~konemian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki oalam negara 

Indonesia, namun demikian ketentuan tersebut bukan sebagai sesuatu yang berdiri 

sendiri, melainkan b€rkai an dengan kesejahteraan sosial.23 

Dalam menyusun penelitian fiukum nOI:matif, sosiologis atau empms, 

dimungkinkan bagi ~enulis uRtu menyusuil. kerangka konsepsionil yang 

mendasarkan pada peraturan perundang-und gan tertentu. Biasanya kerangka 

konsepsionil tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat 

dijadikan pedoman operasionil di dalam proses pengumpulan, pengolahan, 

analisa, dan konstruksi data. Kerangka konsepsional dalam penelitian ini adalah: 

21 R. Santoso Brotodihardjo, op.cit., hal. IO. 
22 Rochmat Sumitro, Asas dan Dasar Perpajakan I. Bandung: Refika Aditama, 1998. hal. 

15. 
23 Abrar Saleng, op.cit. hal. 16. 
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1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besamya kernakmuran rakyat.l-4 

2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar paj~ 

pemotong pajak, dan pernungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai 

perpaj akan. 25 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau m al yang merupakan kesatuan 

baik yang melakuk usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi p rseroan terbatas. perseroan komanditer, perseroan ai-nnya, badan 

usaha milik negara ataa badan usaha milik daerah dengan nama d n dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kole if dan bentuk usaha te ap .26 

4) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, rnemanfaatkan b rang 

tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau 

memanfaatkan jasa dad luar daerah pabean.127 

5) Pengusaha Kena faja.k adalah Pengusaha yang melakukan enyerahan Barang 

Kcna Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-U nCJang Pajak Pertam balian Nilai 1984 dan 

perubahanny a. 28 

6) Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 

kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, tennasuk 

aspal) lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses 

24 Indonesia, Undang-Undong tenlang Pembahan Keliga alas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tenmng Kelcmuan Umum dan Tala Cora Perpajakan. op.cit ps. l. angka I. 

25 ibid. ps. 1. angka 2. 
26 Ibid. ps. I angka 3. 
21 Ibid ps. I angka 4. 
as Ibid. ps. l angka 5. 
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penarnbangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon Iain 

yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan 

dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bwni?9 

7) Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 

tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses 

penambangan Mfnyak dan Gas Bumi.30 

8) Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada 

Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Ekspioitasi.31 

9) Kegiatan Usaba Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu 

pada kegiatan usana E splorasi dan Eksploitasi.l2 

1 0) Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh infonnasi mengenai 

kondisi goo ogi untul< menemukan dan memperoleh perkiraan adangan 

Minya!k: dan Gas Bumi di wilayah kerja yang..ditentukan.33 

11 ) Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meng asilkan 

Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan~ yang terdiri atas 

pengeboran dan penyelesaian sumur. pe bangunan sarana pengangkutan, 

penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan 

Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 34 

12) Kontrak Kerja Sarna adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja 

sarna lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih 

menguntungkan Negara dan has·!nya di ergunak untuk sebesar-besar 

kemakmuran rak:yat. 3 

7. 'METODE PENEciTIAN 

Sebelum sebuah pene itian di1 

dirancang suatu desain penelitian agar apat mernperoleh data yang benar dari 

surnber yang seharusnya dan dianalis]s dengan tekn1k yang tepat. Penelitian ini 

2'1 Indonesia, Undong-Undang tentang Minyak dan Gas Bum f. op.cit ps. 1 angka L 
3U Ibid. ps. 1 nngka 2. 
~~ Ibid. ps. 1 angka 5. 
u Ibid. ps. 1 angka 7 . 
. u Ibid. ps. 1 angka 8. 
34 Ibid. ps. l angka 9. 
JS Ibid. ps. l angka 19. 
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menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang 

dimaksud dengan metode deskriptif adalah sebagai berikut:36 

"Penelitian yang bertujuan untuk melukiskan fakta atau kondisi populasi 

terteotu atau bidang tertentu secara faktual dan cennat atau untuk membuat 

diskrlpsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat meogenai fakta

fakta, sifat·sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki/~ 

l) Pendekatan 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pend€katan yuridis normatif, yaitu 

deogan rnempelajafi dan mengkajl asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum 

positif. serta perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan bidang 

perpajakan dan kepabeanan yang berlaku dari bahan-baHan perpustakaan. 

2) Teknik Pengumpulru1 Data 

Studi dokume}ltas1 adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

di tTuj kan ke ada subyek penelitian, naytun me1alui dokumen. Studi 

ke ustakaan dilakukan untuk mempelajari dan menelaah literatur-litera ur 

yang berkaitan dengan masa)ah y<rng dibahas dan mempelajari dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang akan dilakul<an 

melalui data kepustakaan yaitu melalui: 

a. an hukum primer berupa perundang-undangan; 

b. bahan hukum se nder berupa buku pustaka, m~ja1ah, j dan basil 

peneHtian; 

c. bahan hukum tersier kamus hukum. kamus bahasa dan a 

media cetak. 

Bahan~bahan tersebut kemudian di:klasiflkasikan dan dicatat secara rinci, 

sistematis dan terarah, kemudian dilakukan, interpretasi dan konstruksi 

hukum. 

3) Ana lisa Data 

30. 

Langkah penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah menganalisa 

data. Analisis data dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab 

36 Jalaluidin Rakhmat, Metode Penelifian Komunikasi. Jakarta: Remaja Karya, 1985, hal. 
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permasalahan pokok yang ada melalui data-data dan informasi yang didapat 

pada saat penelitian dilakukan. 

Pendapat Patton yang dikutip oleh Moleong 37 mendefinisikan ana lisa data 

adalah "Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, 

kategori, dan uraian dasar." Moleong menambahkan pendapat Patton sehingga 

selengkapnya menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Ada 2 (dua) bentuk analisis data, yaitu sebagai berikut: 

1) Analisis uantitatif, yaitu ana lisis yang mempergunakan a at analisis 

bersifat kuantitatif. Alat analisis yang bersifat kuantitatif adalah alat 

analisis yang menggunakan model-model , seperti model matematika, 

model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk 

angka-angka y__ang kemudian dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu 

urman. 

2) Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan model 

matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu 

lainn¥a. Analisis data yang tlilakukan terbatas pada teknis pengolahan 

datanya , seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar 

membaca tabel-tabel, grafik-grafik yang tersedia, 

kemudian melakukan uraian atau penafsiran. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, met0de analisis data yang digunakan 

oleh peneliti dalam menyusun tesi in" yaitu dengan menggunal{an metode analisis 

deskriptif kualitatif Penelitian ini digunak:an un uk memperoleh gambaran 

mengenai perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap kegiatan usaha di 

bidang minyak dan gas bumi setelah berlakunya UU Migas. 

J
7 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualiratif Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. 

hal, 103. 
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BABII 

HUKUM PAJAK DAN KEGIATAN USAHA 

BIDANG MINY AK DAN GAS BUMI 

l4 

1~ HUKUM PAJAK, PENGERTIAN DAN DEFINISI PAJAK, PAJAK 

PENGHASILAN, PAJAK PERT AMBAHAN NILAI, DAN BEA 

MAS UK 

1.1 Rukum Pajak 

Hukum pajak yang disebut juga huk m fiskal, adalah keseluruhan dari 

peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan Pemerintah unfuk mengambil 

kekayaan sesl!"orang dan menyerahk · ya i embali ke_Qada mas~a (warga 

negara;) melalui kas negara. Dari def111isi atau batasan h~ pajak tersebut, 

tercermin bahwa hukum ):!3 • ak merup an bagian dari hukum publik1 yang 

mengatur hub ngan liukum antara negara dan orang atau baoan hukum, y g 

berkewajiban membayar pa:jak {y g selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak). 

Karena pajak mempunyai sifat "mengambil" kekayaan seseorang, agar 

supaya peralihan kekayaan tersebut tidak dikatakan sebagai tirtaakan yang 

melanggar huk m ataup n pemberian hadi-ah s ara sukarela, maka 

dipersyaratkan bahwa sebelum diberlakukan pajak, terleb·h dahulu harus 

mendapatkan persetujuan dari rakyat. 

Di Indonesia, dasar hukum paj 

ayat (2) Undang~Undang Dasar Negara Republfk Indonesia Tahun I 945 yang 

dinyatakan bahwa "segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang

undang". Pada tahun 2001, Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 diamandemen untuk yang ketiga kalinya. 

Dalam arn.andemen ketiga tersebut. redaksional dasar hukum pengenaan 

pajak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

diubah menjadi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

Negara diatur dengan undang-undang." 
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Meskipun redaksional kedua ketentuan tersebut tidak terjadi perubahan 

secara signifikan, namun demikian pada dasamya terdapat perubahan makna 

antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah 

amandemen ketiga. 

Dari aspek yuridis frase ..... berdasarkan ... " dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan bahwa pengenaan pajak 

adalah mendasarkan pada undang-undang atau berdasarkan pada peraturan 

perundangan dibawahnya sepanjang undang-undang dimaksud terdapat ketentuan 

yang mendelegasikan kepa a peraturan perundangan dibawahnya tersebut. 

Sedangk:an frasa ". .. dengan ... " dalam dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesi Tahun 1945 setelah amandemen ketiga, ber , i bahwa 

pengenaam pajak tersebut harus dengan undang-undang. Dengan kata lain, 

menutup kemungkinan kepada undang-un ang dimaksud untuk mendelegasikan 

kewenangan terse but ke_pada--peraturan perundangan di bawahnya. 

Dengan penyempurnaan dimaksuCI, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga Iebih memberikan 

kepastian hukum kepada fiskus dan mesyarakat, khususny da\am hal Pemerintah 

akan menetapkan objek pajak baru. 

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undan Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, merupakan bentuk kewenangan negara Indonesia untuk 

mengenakan pajak kepada masyal'akatilya sebagai salah satu bentuk: kekuasaan 

negara. Dalam hal ini, kedaulatan negara Indonesia untuk membentuk hukum 

khususnya di hokum idang pajak, yang selanjutnya dituangkan dalam Undang

Undang dan peraturan pelaksanaanny-a se aras dengan pemikiran yang 

disampaikan oleh Hans Kelsen, bahwa negara sebagai suatu badan hokum 

disamping memiliki hak dan kewajiban juga mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk hokum. 

Dalam hukum pajak terdapat pembedaan jenis-jenis pajak, yang umumnya 

ditentukan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang melekat pada setiap jenis pajak, dan 

jenis pajak yang mempunyai ciri yang sama dimasukkan dalam suatu kelompok. 

Pembedaan atau pengelompokan pajak ini berfungsi untuk memudahkan dalarn 

Universitas Indonesia 



Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH UI, 2009

16 

proses admlnstrasi di lapangan dan penerapan pnns1p yang menjadi dasar 

pemungutan suatu pajak. 

Menurut Brotodihardjo38
, pembagian pajak menurut cirinya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif; 

b. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung; 

c, Unman dan Pajak Umum; 

d. Pajak Umum dan Pajak Daerah. 

Untuk lebih memahanri maksud dan pembedaan antara masing-masing 

jenis pajak, penulis perlu menjelas pengertian masing-m ing jenis pajak. 

Menurut Brotodihardjo39, pajak: subjek.tif adal : 

"PJa.K yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajal4 

untuk menetapkan J:!ajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obj ktif 

yang berhubungan erat dengab r<:eadaan materialnya, }"attu yang disebut 

gaya pikulnj'a. Elalam pada itu, tidak mutlak dipersoalkan faktor rnanakiah 

yang menentukan gaya pikul tersebut, apakah pendapatan ataupun kekayaan 

seseorang bahk ba.ran ka:li keduanya, di sampin pula masih ada faktor~ 

£aktor lainnya." 

Jenis-jenls pajak yang mulai timbuln 'a kewajiban pajak dimaksud diawaH 

dengan objek pajaknya, digolongkan s bagai Pajak Objektif. Artinya Obje:K Pajak 

merupakan syarat penentulutama teru tang pajak atau tidak te utangnya pajak 

sedangkan subjek pajak anyalah erupakan syarat pendukung ebagai pihak 

yang bertanggungjawab atas tcn.1tangnya pajak. 

Penggolongan dalam Ba' ak Langsung dan Pajak Tidak Langsung adalah 

ditinjau dari administrasi pemungutan dan pembebanan. Disebut Pajak Langsung 

karena administrasi pemungutartnya dilakukan secara periodik dan 

pembebanannya langsung kepada pihak yang bersangkutan tanpa dapat dialihkan 

ke pihak lain. Pajak Tidak Langsung mempunya! sifat bahwa pernbebanan 

pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain (dalam hal ini konsumen) melalui 

penambahan pajak pada harga jual at au perolehan. 

39 Santoso Brotodihardjo. op.cit., hal. 73. 
311 Jbid., hal. 74. 

Universitas Indonesia 



Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH UI, 2009

17 

Sedangkan adanya penggolongan Pajak Negara dan Pajak Daerah adalah 

ditinjau dari pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan pemungutan 

pajak. Pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah 

pusat disebut dengan Pajak Negara atau Pajak Pusat. Sedangkan untuk Pajak 

Daerah, pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan adalah Pemerintah 

daerah (dalam hal ini Pemerintah daerah otonom, baik pada Daerah Tingkat I 

maupun Daerah Tingkat II). 

1.2 Pengertian dan Definisi Pajak 

Meskipun masyarakat telah seringkali mendengar istilah pajak, namun 

pemahaman masyarakat mengenai istilah pajak dapat beraneka ragam, secara 

umum mereka beranggapan bahwa semua jenis pungutan adalah pajak. Untuk itu, 

perlu dij elaskan terlebih dahulu apa definisi pajak dari para ahli. Soemitro 40 

memberikan definisi pajak sebagai berikut: 

"Pajak adalah peralifian kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan Clengan ti da 

mendapat imbalan (tegen prestatie ), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membiay:ai P.engeluaran umum, dan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran tumum, dan yang digunakan 

sebagai arat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan 

yang ada di luar bicl.ang keuangan negara." 

Menurut Musgr ve yang dikutip Gleh Mans!lry41 memberikan pengertian 

pajak dengan cara m€mberikan perbedaan antara pajak dan pungutan dengan 

pinjaman sebagai berikut: 

"Pajak dan pungutan ditarik dari ektor swasta tanpa mengakibatkan 

timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman 

merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji 

pemerintah untuk membayar kembali di masa mendatang serta untuk 

40 Rochmat Soemitro, op.cit. hal. 12. 
41 R. Mansury, Pembahosan Mendolom Pajak Atos Penghosilon, cet.l, Jakarta : Penerbit 

YP4, 2000, hal. 3. 
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membayar bunga selama periode pmJaman. Pajak merupakan suatu 

kewajiban sementara pungutan dan pinjaman lebih bersifat sukarela." 

Sedangkan definisi pajak yang disampaikan Sommerfeld, Anderson. dan 

Brock42 adalah: 

"A tax can be defined meaningfully as any non penal yet compulsory 

transfor of resources from the private lo the public sector, levied on the 

basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of 

equal value, in order to accomplish som of a nation's economic and 

social objectives." 

Dari heberapa pengertian ersebut di atas, terkandung dua hal yang 

mendasar yang melekat pada pajak, yaitu trdak adanya timbal batik secara 

langsung dar1 Pemerintah dan pajak merupakan suatu kewajiban. Sehingga, kedua 

hal tersebut yang rnembedakan pa.jaK: dengan pungutan lainnya dan pjnjarnan. 

Apabi!a clefimsi dari para ahli digabungk~ maka pengertian pajak 

menun1 t Mansury 43 dapat d.inyatakan ebaga· ·uran kepada negara yang danat 

dipaksakan untuk dibayar berdasarkan undang-undang yang merupakan 

pengalihan sumber daya dari mas arakat ke ektor publik untuk: digunakan 

melakukan kegiatan pemerintah, guna menca <ti;J sasaran sosial dan ekonomi 

bangsa. Judissen 44 memberikan pengertian pajak secara bebas adalah s bagai 

berikut: 

"Pajak adalah suatu kewajiban negara dan anggota masyarakat lainnya 

untuk membiayai negar berupa pembangunan nasional yang 

pelaksanaannya diatur dalam Umlang-Undang aan peraturan -peraturan 

untuk tujuan kesejahteraan oangsa dan negara. Dengan kata lain, 

pengertian pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh 

masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat kita 

nikmati untuk dapat hidup layak di dalam suatu negara." 

~z Ray M Sommerfeld et aL, An lntroducJion lo Taxation. New York: Harcourt Brace 
Jovanich, 1983) hal. 1, 

41 R. Mansury., Op.cit, haL 1 . 
.Ll Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisms, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1999-, hal. 76. 
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1.3 Pajak Penghasilan 

SebeJum mernbahas secara lebih mendalam mengenai Pajak Penghasilan, 

perlu disampaikan bahwa dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakh1r dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). 

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya 

pajak dikenakan karena ada objeknya yaknj yang telah memenuhi kriteria dan 

telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga san gat jelas bahwa apabila 

tidak ada subjek pajaknya, maRa tidak dapat dikenakan PPh.45 

Pengertian subjek pajak adalah pihak (siapa) yang di enakan pajak. 

Terrnasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang 

belum te bagi sebagai satu kes tuan, badan, dan bentuk usaha tetap. 

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat ( l) UU Ph, men gator bahwa yang t nnasuk 

Subje)f PPh adalah seoogai berikut: 

1.3.1 Orang Pribadi 

Kedudukan orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat ti ggal 

atau berada di Indonesia ataupun di luar lndonesia. Orang pribadi tidak melihat 

batasan umu an juga jenjarrg sosiaJ ekonomi, dengan kata lain berlaku sama 

untuk se ua orang prlbad:i (non discrimination). 

1.3.2 Warisan yang etum Terbagi Sebaoai Satu Kesatuan Menggantikan 

yang Berllltk 

Da!am hal ini, wansan terbagi sebagai satu kesatuan 

merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantiKan m€reka yang berhak yaitu ahH 

waris. Penunjuk:an warisan tersebut dima:ksudkan agar pajak penghasilan yang 

berasal dari warisan tersebut tetap dapat dikenakan, demikian juga rnengenai 

tindakan penagihan selanjutnya. 

-------···---
45 Erly Suandy, Httlwm Pajak, Jakarta: Safemba Empat, 2000. haL :'!3. 
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1.3.3 Badan 

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

terbatas~ Perseroan komanditer, Pcrseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi 

massa) Organisasi Sosial Politik, Organisilsi yang sejenis, Lembaga, Dana 

pensi~ Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Jainnya. 

1.3A Bentuk Usaba Tetap 

Bentuk U aha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 (seratus delapan uluh tiga) hari dalam 'angka w u (dua 

belas) bulan. atau juga badan yang tidak didirikan a tau tidak: bertempat kedudukan 

di Indonesi untu menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di lndone ia. 

Keber oaan suatu BUT mengandung pengertlan adanya suatu tempat 

usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung 

termasuk: 1uga mesin-mesin peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat tetap 

(permanen) dan digunakan untuk menJalankan usaha atau meJakukan kegiatan 

dari orang pribadi yang tidak bertemgat tinggal atau baW!n yang tidak dldirikan 

dan tidak bertempa kedudJiikan di Indonesia. 

Pengertlan BUT mencakup pula orang pribadi atau bada:n selaku agen 

yang kedudukannya tlHak be bas yang bertindak untuk dan ata<> nama orang pribadi 

atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia. Dengan demikian, BUT dapat berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kant or perwaki lan 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengke!; 
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g. perikanan, petemakan, pertanian, perkebunan, atau kehutamm; 

h. proyek konstruksi> instalasi, atau proyek perakitan; 

1. pernberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain. 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puiuh) hari dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan; 

J· orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

be bas; 

k. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak djdirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menen premi asuransi atau 

rnenanggung risiko dri Indonesia. 

Indonesia menganut asas domisili dalam menentukan status Wajib Pajak 

(orang pribadi atau badan untuk tujuan perpajakan/tax pwpose). SesiJai etentuan 

Pasal2 ayat (2) dan yat (3) liD PRh Subjek Pajak dibedakan dalam 2 (dua) jenis 

yakni ertama~ S 15jek Paj~dalam negeri dan kedua, Subjek Pajak luar egeri. 

Pembedaan keaua jenis Subjek Pajak tersebut karena e y gkut 

perlakuan pajaknya, sepertt tarif dan pengenaan jenis pen~silan. Kedua. j nis 

Subjek Pajak tersebut dapat diuraiJ.i aebagai be 'kut. 

I) Subjek Pajak Dalam Negeri 

Adapun.-yang dimaks d dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah Subjek 

Pajak yang secara flsik berada, bertempat i gal atau bertempat 

Indonesia. Hal tersebut t oorm_in dalam ketentuan sebagai berikut: 

a, Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dMi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 {dua belas;) bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal 

di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c. Warisan yang bel urn terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

2) Subjek Pajak Luar Negeri 

Pengertlan Subjek Pajak luar negeri diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU PPh} 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia kurang dati 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bemda di 

Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua beJas) bulan, dan badan ang tidak didirlkan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 

pcnghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan m-ela ui suatu BUT. 

Ketentuan mengenai Subjek Pajak luar negeri apabila disarikan adalah 

sebagai b ri ut: 

1) Ba i booan y g d.idirikan (incorporation) atau berkedudukan (effietive 

ma gement) di luar negeri ~perlakukan sebagai subjel< pajak luac negeri. 

BaiJan yang "didirikan diluar negeri" dimaksudkan bahwa perus aan terse , ut 

berbadan hukum di luar negeri . Sedangkan .. berkedudukan di luar negeri" 

adalah tempat"Jnanajemen pengambil eputusan strategis berada. 

2) Subjek pajak luar negeri badan diklasiflkasikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu 

pertama, BWT yaitu subjek pajak yang menjalankan kegiatan atau usaha 

melalui l:lentuk usah etap (permanent esto51ishmen ~ an kedua, Non BUT 

yaitu Subj k Pajak uar negeri yang menjalankan kegiatan atau usahanya tidak 

me1alui bentuk usaha te.tap. 
I 

1.4 Pajak Pertambahan Nilai 

Sebelum rnembicarakan secara lebih mendalam mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), perlu disampaikan bahwa landasan hukum pemungutan 

PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa 

kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN). 

PPN dan PPnBM merupakan golongan pajak objektif, yang mana 

timbulnya kewajiban PPN dan PPnBM dimaksud diawali dengan objeknya. 

Artinya Objek PPN dan PPnBM merupakan syarat penentulutama terutang pajak 
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atau tidak terutangnya pajak sedangkan subjek pajak hanya[ah merupakan syarat 

pendukung sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terutangnya pajak. 

Sejak dtberlakukannya UU PPN, prinsip pemungutan PPN adalah 

menggunakan Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM). P~ak Keluaran (PK) 

adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan 

transaksi penjuaJan (baik barang maupun jasa). Sedangkan Pajak Masukan (PM) 

adalah PPN yang dikenakan kepada PKP saat melakukan transaksi pembelian. 

Dalam setiap bulan. PKP akan melaporkan seluruh jumlah PK dan PM

nya. ApabiJa jurnlah EK-nya lebih besar daripada PM-nya menimbulkan 

kekurangan PPN yang hmus disetor ke kas negara. Dernikian sebaliknya, apabila 

ju.mlah PK-nya lebih keel! dari PM-nya akan m. ngakibatkan kelebihan 

pembayaran PPN yang dapat direstitusi (dimintakan kernbaH) atau 

dikompensasikan ke bulan berik:utnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PPN diatur bahwa PPNClikenakan a. as: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha; 

b. i , por arang Kena Pajak; 

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalwn Daerah Pabeau yang dilakukan crleh 

Pengusaha; 

d. pernanfaatan Barang Kena Pajak tidak be~ud dari luar Daerati Pabean di 

dalam Daerah Pabean; 

e. pemanfaatan ;Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean i dalam Daerah 

Pabean; atau 

f. ekspor Barang Kena ~jak oleh Pengusaha Kena Fajak. 

1.5 Bea Masuk 

Dasar hukum pengenaan Bea Masuk adalah Undang-lJndang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 17 Talllln 2006 (UU Kepabeanan). Berdasarkan ketentuan Pasall 

angka 15 UU Kepabeanan, diatur bahwa yang dimaksud dengan Bea Masuk 

adalah pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan. yang dikenakan terhadap 

barang yang di impor. 
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Sedangkan impor sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 didefinisikan sebagai 

kegiatan memasuk.an barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah 

wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang 

udara di atasnya~ serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan 

landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabeanan. 

Dalam UU Kepabeanan dianggap sebagai impor, apabila barang yang 

dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya 

diwajibkan memenuhi kewajiban pabean dan pembayaran bea masuk. 

Terhadap bar ng~barang yang diimpo dilakukan pemeriksaan pabean, 

yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (secara selektif). 

Pemeriksaan secara selektif adalah dengan mempertimbangkan risiko yang 

melekat Hada b ang dan importir. Selektif dalam arti bahwa pemeriksaan fisik 

dilaksamakan setelah rnembua suatu anal isis risiko, apakah barang yang 

diimp0r/ekspor termasuk. ke da am kategori risiko tinggi atau hi-risk. 

2. KEGIATAN USAHA BIDANG MINY AK DAN GAS BIJMI 

2.1 BentuR:-bentuk Kerjasama dalam raogk egiatan Usaha di Bidang 

.Minyak an Gas Bumi 

engingat keterbatasan embiayaanlpendanaan dan modal, tena a ahli, 

serta faktor pencarian migas yang mempunyai risiko sangat tinggi, untuk 

menghasilkan rnigas mula Perusahaan Negara M:in ak oarr Gas Bwni 

{Pertamina) diberikan peluang untuk melakukan kerjasama dengan para 

kontraktor swasta, terutama kontraktor migas asing yang telah mempunyai ban yak 

pengalaman dalam mencari ladartg migas di beberapa negara, 

Terdapat 2 (dua) bentuk kerjasama yang dikenal telah banyak 

menghasilkan migas, yakni bentuk Perjanjian Karya (biasa dikenal dengan 

Kontrak Karya) dan kontrak produclion sharing (KPS). 

1) Perjanjian Karya 

Perjanjian Karya m.erupakan bentuk ketjasama antara Pertamina dan 

perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi 
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migas berdasarkan ketentuan dalarn Undang-Undang Nomor 44 Prp. Ta.hun 1960. 

sebagai pengganti konsesi yang berlaku pada masa penjajahan. 

Prinsip-prinsip keijasama Perjanjian Karya adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan) sedangkan 

perusahaan swasta hertindak sebagai kontraktor; 

b. Manajemen ada di tangan kontraktor dan risiko operasional dhanggung oleh 

kontrak.tor; 

c. Pembagian hasH dalam bentu:k uang berdasarkan perbandingan 

Pemerintah/Pertamina dengan konttaktor adalah 60% (enam puluh persen) : 

40% (em pat puluh persen}, dengan; ketentuan bahwa penghasilan Pemerintah 

tiap tahunnya tidak b leh kurang dari 20o/o (dua puluh persen) basil kotor 

mtgas; 

d, Janglci waktu kontrak 30 (tiga puluh) tahun ntuk daerah baru dan 20 (dua 

e. Kontraktor wajib ·ajib ikut serta me yediakan migas bagi kebutuhan mmyak 

di dalam negeri atas dasar proporslonal dan tidak melebihl 25% (dua puluh 

lima persen) dari produksi kontrak areal atas dasar c st <fan fee US$0,20 per 

barrel. 

Bentuk Ferjanjian Kacya Manya berlaku h.ingga tahun 1963, untuk tahun

tahun seianjutnya digunakan rjanjian dalam bentuk kontraktor roduction 

sharing, Setelah tahun 1992, di ill nesta sudah tidak ada lagi kontraktor yang 

bekerja atas dasar Perjan"ian Kar)'a, perjaujian kerjasama yang da yakni 

perjanjian bagi hasiJ dan Jain·lain p~Qanjian kerjasama: yang baru diberlakukan. 

2) Kontrak Bagi Hasil (KBH - Pr ductic11 Sharillg Contract 

Production Sharing Contracl (biasa disebut KPS) merupakan bentuk. 

ketjasama an tara Pertamina dan perusahaan swasta dalam kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 juncto 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Negara Minyak dan 

GasBumi. 

Dalam perkembangan KBH-K.PS mengatami penyempumaan sebanyak 3 

(tiga) kali, yaitu Generasi J (Tahun 1964-1975), Generas[ 11 (Tahun 1976~ 1988), 
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dan Generasi III (1989-2001) dengan maksud menyesuaiakan perubahan tarif 

pajak dan menjaga kepentingan Pemerintah di sektor hulu m.igas. 

KBH Generasi I masih menganut prinsip-prinsip bagi basil murni yaitu a) 

manajemen operasi berada pada Pertamina. b) Kontraktor menyediakan seluruh 

pembiayaan operasi perminyakan c} Kontraktor akan menerlma kembali seluruh 

biaya hingga 40% (empat puluh) setiap tahun, d) Pembagian basil 65% (enam 

puluh Hrna persen) untuk Pertamina dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk 

kontraktor setelah Pajak Perseroan, e) Pertamina membayar Pajak Perseroan 

kepada Pemerintah, f) konttaktor wajib memenuhi Domestic arket Obligation 

(DMO) secara proporsional yaitu rna sirnum 25% (dua puluh lima persen) dari 

bagian kontraktor dengan narga. US$0~20 per barrel, g) seluruh barang operasi 

peralatan dan fasilitas yang dibeli kontraktor menjadi milik Pertamina, h) 

kontraktor wajib meng lihkan 0% (sepu1uH persen) working interest setelah 

produksi komers1al k:epaaa perusahaan swasta nasional ang tti:tunjuk Pernerintah. 

Pada KBH enerasi II. rasio bagi hasi'f antara Pernerin1ah dengan 

kontraktor semula 65%~5% dengan pemoatasan cost recovery 40% kemudian 

diu bah rasio bagi hasil akhir seteah diperhitungkan Pajak Perseroan oan Paja atas 

Bunga, Dhdden dan Roya:lty (PBDR) menjadi 85%:15% dengan tanpa 

pernbatasan cast recovery (sering di but folly cost recovery). Selanjutnya rasio 

bagi basil inyak mentah sebelum Pajak Berseroan dan PBDR (equity to by split

ETS) antara Pemerintah dengan Kontraktor menjadi 65;9091 :340909, sedangkan 

untuk gas bumi sebesar 31,8182;o8,1818. Sehingga bagi asH bersih antara 

Pemerinlah dengan Kontraktor 85:1 5 untuk minyak mentah dan 70:30 untuk gas 

bwni. 

Mengingat pada tahun 1984 diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan untuk menyesuaikan dengan tarif 

Pajak Pengbasilan (corporate tax income), rasio ETS antara Pemerintah berubah 

menjadi 71,1538:28~8462 untuk minyak mentah dan 42,3077:57~6923 untuk gas 

bumi. Selain itu, kontraktor memperoleh ins:entiftambahan berupa min yak mentah 

untuk DMO dinilai sebesar harga ekspor untuk 5 (lima) tahun pertama produksi 

dan diberikan insentif pengembangan (investment credit) 20% untuk investasi 

fasilitas produksi lapangan baru. 

Universitas Indonesia 



Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH UI, 2009

27 

Pada KBH Generosi III. diperkenalkan jirts tranche petroleum (FTP) 

untuk menjamln Pemerintah memperoleh m1nyak mentah pada awal produksi 

komersial. Besamya FTP 2~/o dan dibagi antara Pemerintah dengan kontraktor 

sebesar rasio ETS, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasila.n, rasio ETS antara Pemerintah dengan kontraktor diubah menjadi 

73,2143:26~7857 untuk minyak mentah, dan 46,4286:53,5714 untuk gas bumi. 

Khusus untuk wilayah kerja pertambangan (WKP) milik Pertarnina, KBH 

mengaiami modifikasi atau pengernhangan dari prinsip umi KBH. Terdapat 

beberapa modifikasi bentuk kontrak. yaitu 1) Technical Assistance Contract 

(TAC). 2) Enhanced Oil Recovery (EOR) 3) Joint Operating Agreement/Joint 

Operating Body {JOAJJOB). 

2.2 Undang-Undang Nomor 22 Tallun 2001 entang Minyak dan as Bumi 

Migas merupakan sumber ya a1am strategis tidak terbarukan yang 

dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dan memptmya[ perrutan_,penting dalam rak.yat 

Kegia usaha m~ mempunyai peranan pe ting dalarn membenRan 

nilai tam bah secara nyata kepada pe umbuhan e!(canomi nasional yang meningkat 

dan berkelanjutan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut disusunlah 1JU Migas dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1) terlaksana dan terkendalinya migas sebagai s mber daya alam dan somber 

daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital; 

2) mendukung dan menumbuhkembangkan kemarnpuan nasional untuk lebih 

mampu bersaing; 

3) meningkatnya pendapa.tan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar~ 

besarnya bagi perekonornian nasional, mengembangkan dan memperkuat 

industri dan perdagangan Indonesia; 

4) menciptakan Iapangan kerja, memperbaiki lingkungan. meningkatnya 

kescjahteraan dan kemakmuran rakyat 
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2.3 Kegiatan Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi 

Pasal 5 ayat ( l) UU Migas mengatur bahwa kegiatan usaha migas terdiri 

atas dua jenis yaitu: 

a. Kegiatan usaba hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploita<;i; 

b. Kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan pengangkutan, penyimpanan 

danniaga. 

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikenda1ikan melalui Kontrak Kerja 

Sarna. Pa.~ial 6 ayat (2) utJ Migas mengatur oahwa Konllrak Kerja Sarna harus 

memuat persyaratan sebagai berikut: 

a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik 

penyerahan; 

b. pengendalian rnanajemen operasi bemda p a Baclan PeJaksana; 

c. modal dan risiko seluruhn:ya ditanggun Badan tl-saha atau Bentuk Usaha 

Tetap. 

Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir dila:ksanal< dengan tzin sal1a. 

Izin usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 20 UU Migas adalah izm yang diberikan 

kepada Ba an Usaha untuk elak:sanakan pengolahan, pengangkutan, 

penytmp8!)an aanlatau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan!atau 

laba. 

Pasat 9 ayat (l 'WU Migas menyebutkan bahwa,.keg1atnn usaha hulu dan 

kegiatan usaha hHir dapat dilak:swmkan oleh : 

a. badan usaha milik n~ara; 

b. badan usaha milik daerah; 

c. koperasi; 

d. usaha kecil; 

e. badan usaha swasta. 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha 

hulu. Badan Usaha atau BUT yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang 

rnelakukan kegiatan usaha hilir begitu pula Badan Usaha yang melakukan 

kegiatan usaha hilir tidak dapat meiakukan kegiatan usaha hulu. 
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Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau BUT 

berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dengan Badan Pelaksana, Namun Pasal13 ayat 

(1) UU Migas memberikan batasan bahwa kepada setiap Badan Usaha atau BUT 

hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kelja. Dalam hal Badan Usaha atau BUT 

mengusahakan beberapa Wilayah Keija. harus dibentuk badan hukum yang 

terpisah untuk setiap Wilayah Kerja. 

Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oJeh Badan Usaha setelah mendapat 

Izin Usaha dari Pemerintah dan Izin Usaha yang diperlukan--untuk kegiatan usaha 

Minyak Bumi danlatau kegia1an usaha Gas Bumi dibedak.an atas: 

a, Izln Usa.ha PengoJahan; 

b. lzin Usaha Pengangkutan; 

c. lzin Usaha Penyim_panan; 

d. Izin Usaha Niaga. 

Ber_beda de11gan kegiatan usaha hulu, pada kegiatan usaha hilir~ seti p 

Badan Usatm apat diberi lebih dari I (satu) Izin Usaha sepanjang tiddk 

bertentangan dengan ketentuan perat an perundang-undangan yang berlaku. 

2.4 Pembiuaan ])an Pengawasaq Kegiatan Usaha di Bidang Minyak dan 

GasBumi 

Pembinaan terhadap 1\egiatan usaha migas dilakul<an ole Femerintah. 

Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pel sanaan kegiatan 

usaha migas terhadap ditaatinya keten an peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berada pada Departemen Energ~ dan Sumber Daya Mineral dan 

departemen tain yang terkait. Pembinaan yang dilak:ukan oleh Pemerintah 

meliputi hal sebagai berikut: 

a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha migas; 

b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha migas herdasarkan cadangan 

dan potensi sumber daya migas yang dimiliki, kemampuan produksi} 

kebutuhan bahan bakar minyak dan gas buml dalam negeri. penguasaan 
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teknologi. aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup) kemampuan 

nasional, dan kebijakan pembangunan. 

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berda.sarkan Kontrak 

Ketja Sarna dilak:sanakan oleh Badan Pelaksana dan pengawasan atas pelaksanaan 

kegiatan usaha hilir berdasarkan lzin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur. 

PasaJ 44 ayat (3) UU Migas menga r bahwa tugas Badan Pelaksana 

adalah sebagai berikut: 

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal 

penyiapan dan penavvaran Wilayah Kerja serta Kontrak Ket'ja S 

b. melhksanakan penandatangzt!!an Kontrak Kerja Sarna; 

c. m gkaji dan menya.mpaikan rencana pengem ngao lapangan yang pertama 

kali akan diproduksikan cla.Jam suat!i Wilayah Kerja: kepada Menteri untuk 

mendaQ.atkan persetujuan; 

d. memberikan persetujuan rencana pengembangap lapangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c; 

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan angganm; 

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energ nan Sumber 

Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sarna; 

g. menunjuk penjual miny:ak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besamya bagi negara.. 

Pasal 46 ayat (3) UU Migas engatur bahwa tugas Badan Pengatur 

meliputi pengaturan dan penetapan rnengenai: 

a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; 

b. cadangan bahan bakar minyak nasional; 

c. pernan:faatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar min yak~ 

d, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa~ 

e. harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan keciJ; 

f. pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. 
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1. KETENTUAN PERPAJAKAN YANG TERKAIT DENGAN 

KEGIATAN USAHA Dl BIDANG MINYAK DAN GAS BUM! 

Pada dasamya terdapat perbedaan mengenai per!akuan perpajakan dan 

kepabeanan sebelum berlakunya UU Migas dengan ketentuan yang berlaku umwn 

setelah diberl Ukarmya UU Migas. 

Sebelum ber.Jakunya tJ Migas, perlakuan mengenai perpajakan dan 

kepabeanan dikaitkan dengan ketentuall mengenai seto~kepada k s negara 

(bagian negara). Beroasarkmlketentuan Pasal 14 Undang-UndangNomor 8 Tahun 

1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan C'nts Bumi Ne ara (UU 

Pertamina), diatur bahwa dalam melaksanakan pengusahaan perlambangMJ. migas, 

perusahaan waj i b menyetor kepada Kas N egara, jurnlalt-j umlah sebagai berikut: 

a. 600/o ~enam puluh persen) dari penerimaan bersih usaha (net operating 

incomrt) atos hasil operasi perusahaan sendiri; 

b. 60% (enam puluh p.ersen dari penerimaan bersih usaha (lilet operating 

income) atas hasil kontrak: production ·haring sebelum dibagi antara 

perusahaan dan kontraktor; 

c. selurnh hasil y, g diperoleh dari Perjanjian KID"ya tem1aksud dalam 

Undang-Undang Nornor 14 Tliliun 196'3 , 

d. 60% (enam puluh persen) dad penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan 

yang diperoleh dari basil kontrakproduction sharing. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Pertamina diatur bahwa 

penyetoran kepada kas negara sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, 

membebaskan Perusahaan dan Kontraktor. serta merupakan pembayaran dari: 

a. Pajak Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Ordonantie Pajak Perseroan 

(Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah; 
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b. luran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi dan pembayaran-pembayaran 

lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960; 

c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemumian dan 

pengolahan; 

d. Bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 

1873 Nomor 35) sebagairnana telah ditambah dan diubah dan Pajak Penjualan 

atas impor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Drt. 

Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9-4, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 157) jo. Und g-Undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lernbaran 

Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) 

sebagaimana telah diub dan ditambah dari pada semua barang-barang yang 

dipergunakan dalam operas· Perusahaan, yang pelaks aannya al{'an diatur 

dengan Peraturan Pemerintah; 

e. luran Pembangunan Daerah. 

Ketentuan sebagaimana tersebut di a as memungkinkan bagi perusahaan 

unt memperoleh pengganti atau reimbursement dari negara, setelah yang 

bersangkutan melakukan kewajiban perpajakannya dan menyetorkan ba ian 

negara. 

Implementasi ketentuan tersebut selan"utnya dianut dalam bentuk- entuk 

Kontrak Production Sharing (Production Sharing Gontmct!PSC), yang 

merupakan perjanjian pembagian Rroduksi migas. 

Pada awal diperkena kannya PSC, uncul berbagai pertanyaan dari 

investor khususnya mengenai landasan hukum PSC, mengingat pada saat itu 

bentuk kontrak yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah bentuk Kontrak Karya 

(Contract of Work (CoW)/Kontra.k Karya). 

Untuk memberikan kepastian hukum keberadaan PSC, berdasarkan 

ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Pertamina selanjutnya diatur bahwa Perusahaan 

dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk PSC. 

Setelah berlakunya UU Migas, dalam Pasal 31 ayat (1) UU Migas diatur 

bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang rnelaksanakan Kegiatan 
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Usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selanjutnya dalarn Pasal 31 ayat (2) juga diatur 

bahwa penerimaan negara yang berupa pajak terdiri atas pajak-pajak, bea masuk. 

dan pungutan lain atas impor dan cukai, dan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Ketentuan Pasal 31 UU Migas dapat dilihat sebagai suatu bentuk 

pencabutan asas lex spesialis yang selama ini berlaku, sehingga mengharuskan 

kontraktor memenuhi kewajibannya sebagai \Vajib Pajak yaitu antara lain 

mcmbayar Pajak Pertambahan Nilai oan Pajak Penghasilan meskipun belum 

berproduksi. 

Namun d lam implementas· ya kontrak-kontrak yang ditandatangani 

setelah berlak.unya UU Migas dalarn ldausula erpajakannya tetap m mberikan 

fasilitas :w;rpajakan dan kepabeanan kepada kontraktGr. 

Sa1ah satu dari beberapa k.ontrak }lang ditandatangani se elah ber1akunya 

UU Migas adalah kontrnk antar::a Badan Pelaksana Migas dengan PT Pertamina 

EP, yang dalam klausula perpajakanni)'a dicantumkan sebagai berikut: 

Badan Pelaksana Migas wajib menang ng dan tidak membebankan PT 

Pertamina EP atas pajak Indonesia lainnya, terrnasuk Pajak Pertambahan 

pajak J:!engalihan (tramfer tax), pungutan ekspor d 

barang peralatan dan barang-barang persed·aan ;yang diimpor dan diekspor dari 

Indonesia aleh PT Pertamina EP. berkaitan dengan kepemitikan modal, kekayaan 

bersih, operasi, pemba~aran atas transaksi termasuk rnaupun pungufan dalarn 

kahannya derrgan pelal<sanaan operasi eleh PT Eertamina EP, ke uali berkaitan 

dengan kewajiban T Pertamina EP untuk em ayar pajak pen sHan dan pajak 

final atas laba setelah pengurangan ajak sebagaimana clitet:apkan dalam para.graf 

6.1.20. 

Klausula perpajakan sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu 

penafsiran secara berlebihan dari kebebasan berkontrak, tanpa memperhatikan 

bahwa kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku1 dalam hal ini ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 

Migas. 

Dalam pelaksanaannya~ pengawasan kegiatan usaha hulu berdasarkan 

Kontrak Kerja Sarna dllakukan oleh Badan Pelaksana Migas. dan pengawasan atas 
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pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan 

Pengatur. 

Pasal 44 ayat (3) UU Migas mengatur bahwa tugas Badan Pelaksana 

Migas adalah sebagai berikut: 

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalarn hal 

penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sarna; 

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sarna; 

c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertarna 

kali akan diproduksikan dalam sua Wilayah Kerja kepada Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan; 

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana 

dimaksua dalam huruf c; 

e. memberikan persetujuan rem;ana kerja dan anggaran; 

f. melaksanakan monitoring aan melaporkan kepada enteri Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan I<eontrak Kerja Sarna; 

g. menunjuk penjual inyak bumi dan! tau gas bumi bagi egara yan dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besamya bagi negara.46 

Sedangkan mengenai status Badan Pelaksana Migas, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Talmo 200 c::l. iatur bahwa Badan Pelaksana 

Migas berstatus badan hukum ilik Negara (BHMN). Status Badan Pelaksana 

Migas yang merupakan BHMN, memiliki kelemahan antara lain menimbulkan 

kontraktor harus melalui beberapa instansj terkait sebelum kontraktor dapat 

melakukan aktovitas pengeboran. 

Sebagai perbandingan dengan keberadaan Pertamina (sebelum 

pengelolaan migas dialihkan kepada Badan Pelaksana Migas), kontraktor hanya 

melewati satu atap sehingga dapat langsung melakukan aktivitas pengeboran. 

~6 Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Pertamina EP, paragraf 6.1.20. hal. 20.tanggal 17 
September 2005. 
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1.1 Ketentuan Pajak Penghasilan yang Terkait dengan Bidang Usaha 

Minyak dan Gas Bumi 

Dalam kontrak production sharing, dinyatakan bahwa kontrak:tor wajib 

membayar Pajak Perseroan (saat ini Pajak Penghasilan) dan Pajak atas Bunga, 

Dividen dan Royalti (PBDR), 

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UU PPh 1983 diatur bahwa 

penghasilan kena pajak yg diterima atau diperoleh dalam bidang pertambangan 

migas sehubungan dgn k ntrak gi hasil, dikenakan pajak berdasarkan 

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan PBDR 1970 beserta semua peraturan 

pelaksanaannya. 

Sebagai RCnegasan hal tersebut di atas, berdasJifkan ketentuan Pasal 33A 

ayat (4) UU PPh 1994 disebutk bal'lwa Wajib Pajak yg menjalankan uSaha di 

bidang Qertambangan m:igas oerdasarkan kontrak bagi hasil yg masih berlaku pad a 

saat bed unya UU Ph 1994, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam 

kontrak production sharing tersebut sampai dengan berakhimya kontrrak 

dimaksud. 

Ketentuan cost recovery dalam kontrak production sharing berlaku 

uniformity principles, yaitu suatu prinsip dimm;a biaya~biaya dalam men~hi ng 

PenghasHan Kena Pajak jjha s diartikan sama" den an biaya yang dihitung 

berdasarkan kontrak production shanng (diatur dalarn exhibit C), Dengan 

demikian "cosl Of oil harus sama dengan cost of laxu, atau biaya-l:iia'}'a operasi 

yang boleh dibebankan (cos'...Jj:co er 1Jle) menurut kontrak production sharing 

harus sama dengan biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut UU PPh (tax 

deductab!e). 

Ketentuan di bidang pajak penghasilan yang terkait dengan minyak dan 

gas bumi adalah sebagai berikut: 

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4581KMK.Ol2/1984 tentang Tata Cara 

Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh 

Kontraktor yang Mengadakan Kontrak Prodll(;tian Sharing dalam Eksplorasi 

dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Pertamina sebagaimana telah 

diubah dengan Keputu.san Menteri Keuangan Nomor 815/KMK012fl985; 
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2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.Ol2/1984 tentang Penentuan 

Jenis~jenis Harta dalam Masing~masing Golongan Harta untuk Keperluan 

Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Kontrak Production Sharing 

Dalam Explorasi dan Exploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Perusabaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang 

Ditandatangani Setelah Undang~Undang Nomor 7 Tahun 1985 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 52l/KMK.04/2000; dan 

3) Keputusan Menter· ~euangan Nomor 521/KMK.M/2660 tentang Jenis~jenis 

Harta yang Termasuk Daiam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan 

Penyusutan Bagi Kontrak.tor Yang Melakukan Eksplorasi Dan Eksploitasi 

Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil D~ngan 

Perusahaan Perta.mbangan Minyak Dan Gas Bumi Negar (Pertamina). 

Sedangkan berkailan dengan pelaksanaan pengeboran migas, dengan 

mempertimbangkan untuk menghindari kesukaran datam menghitung besamya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak tersebut, kepraktisan, atau s.esuai 

dengan kelaziman engenaan pajak dalam biaang-bjdang usaha lersebut, 

herdasarkan ketentuan Pasal 15 l.JU PPh Men.teri ~euangan diberi wewenang 

untuk menetapKan Norma Pen hitungan Khusus guna menghitung bes.arnya 

pengnasilan neto dari Wajib Pajak tersebut yang tidak dapat dihitung berdasarkan 

ketentuan Pasal 16 aya.t ( J a tau ayat"(3) UU.PPh 

Sebagai pelaksanaan ketentllan Pasal 15 lJU RPh, teiah diterbitkan 

Keputusan Menteri Keuangan iiomor 628/KMK.0411991 tentang Norma 

Penghltungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan 

Kegiatan Usaha dt Bidang Pengeboran Mieyak dan Gas Bumi serta Angsuran 

Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajih Pajak SendirL 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatur hal-hal sehagai berikut: 

1) Dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (!amble income), diatur 

sebagai berikut: 

a, Bagi perusahaan pengeboran asing yang berhentuk bentuk usaha tetap 

(permanent establishment) penghitungannya dilakukan dengan 

menggunakan Norma Penghltungan Khusus untuk menentukan 
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Pengha">ilan Neto (deem profit) sebesar 15% (lima belas persen) dari 

penghasilan bruto; 

b. Bagi perusahaan pengeboran nasional, penghitungan penghasilan kena 

pajak dilakukan berdasarkan pembukuan yang diselenggarakan sesuai 

ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahwt 2007 (UU 

KUP). Sesuai k&entuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Pen asilan sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir 

dengan U dang-Undang No or 36 Tahun 2008 (UU PPh), penghasilan 

kena pa.jak dihasilkan dart peredaran oruto setelall dikurangi dengan blaya

biaya yang dap t dikurangkan (deductible expenses,tdan kerugian yang 

dapat dikomperrsasikan (loss carry fonvards). 

2) Sedangkan dalam rangka menghltung angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 

diatur seba ai berikut: 

c. Bagi perusahaan pengeb ran asing, penghi ungan angsuran PPh Pasal !25 

yang dibayarkan setiap bulannya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1 ~ Menghitung Paj Penghasilan yang terutang dengan mengalikan tarif 

pajak progresif sesuai keten an Pasal 17 UU PPh deng penghasilan 

kena pajaK: (taxable income) , yaqg dihitung dengan menggunakan 

Nonna Penghirungan Khusus untuk menentuka Penghasilan Neto dan 

kemudian Pajak Pengfiasilan yJlllg terutang disetahunkan dan dibagi 12 

(dua belas); 

2) Dalam hal perusahaan pengeboran asing memperoleh penghasilan 

lainnya selain dari usaha pengeboran. maka penghasilan kena pajak 

perusahaan tersebut adalah penghasilan dari usaha pengeboran 

dikalikan dengan Nonna Penghitungan Khusus untuk menentukan 

Penghasilan Neto dan penghasilan neto dari kegiatan usaha lainnya; 

d. Bagi perusahaan pengeboran nasional, penghitungan angsuran Pajak 

Penghastlan Pasal 25 yang dibayarkan setiap bu1armya dilakukan sesuai 

Pasal 25 UU PPh. 

Universitas Indonesia 



Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH UI, 2009

38 

3) Sehubungan dengan pemotongan pajak (Witholding Tax). diauu sebagai 

berikut: 

e. Ba.gi perusahaan pengeboran asing1 penghasilan dari kegiatan pengeboran 

merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dipotong 

dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto (estimated net income) 

sebesar 40% dari penghasilan bruto sehingga tarif efektifnya sebesar 6%, 

dan rnerupakan pembaya.ran Pajak Penghasilan dirnuka (prepaid tax} yang 

dapat dikreditkan atas Pajak Pengh~silan yang terutang pada akhir tahm1; 

f. Bagi perusahaan pengeboran nasiona!, pengbasilan dari pemberian jasa 

pengeboran tidak dikcmakan pemotongan Pajak Pengha.l'iilan Pasal 23, 

karena atas pengh silannya ikenakan Norma Penghltungan Khusus untuk 

menentukan Penghasilan Neto sebagaimana diat:ur dalam Pasal 15 UU 

PPh. 

Sedangkan.: atas penghasilan dari us lainnya berlaku ketentuan umum. 

artin dUaku.kan pemotongan pftiak apahila merupikan objek pemotongan. 

Dalam h,al perusahaan pengoboran asing dan perusahaan pengeboran 

nasional melakukan kerjasama, terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu sebag~ berikut: 

1. ker.j asama operasi Ooint op_era ion); dan 

2. kerjasama bantuan teknik (Jechnical assistance aonJ act). 

Dalam joint operation, perusahaan pengeboym asing dan perusahaan 

pengebo.ran nasional nTemperoleh penghasilan berdasarkan pekerjaan yang 

dilakukan masing- asin pihak Sedangkan sesuai technical assistance contract, 

perusahaan pengeboran nasional bertinclak sebagai konttaktor yang 

menandatangani kontraf ilengan k ntraktor produclion sliarin (misalnya Medco, 

Chevron, atau CNOOC) dan perusahaan pengeboran asing bertindak sebagai 

subkontraktor. 

1.2 Pajak Berganda 

1.2.1 Konsepsi Dasar Pajak Berganda 

Dalam arti luas, pajak berganda rneliputi setiap pembebanan pajak dan 

pungutan lainnya lebih dari satu kali (double/ multiple laxation) terhadap suatu 

fiskal (objek pajak). Dalarn arti sempitj pajak berganda terjadi pada semua kasus 
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pemajakan beberapa kaJi terhadap suatu objek pajak dalam satu administrasi 

pajak.47 

Sesuai dengan negara (yurisdiks)), pajak berganda dapat dikelornpokkan 

menjadi pajak berganda internal dan in1emasionat 

Baik OECD Model maupun UN Model memberikan pengertian pajak 

berganda sebagai pengenaan beberapa pajak oleh dua negara terhadap wajib pajak 

atas suatu objek dan rna.o;;a yang sarna. 

Dari pengertian pajak yang diberikan OECD Model maup1m UN Model. 

pajak berganda meliputi beber:apa unsur sebagai berikut: 

a. pengenaan pajak oleh eberapa otoritas perpajak:an; 

b. identitas Wajib Pajak dan objek pajak yang sama; 

c. identitas mas:a pajak; 

d. identitas pajak. 

Sehubung dengan yurisdiksi pemajakan dan kepentinga ekonomi 

Waji Pajak, pajak berganda dap;at dibedakan sebaga1 berikut: 

a. Faktual dan Potensial 

b. 

Pajak berganda f: tual t rj aai apabila klaim pe ajakan tersebut 

dilaksan.ak:an oleh bebera a neg ra. N un apab11a dari kedua negara, hanya 

satu negwa saja yang melaksanakan kbim pemajakan tersebut mal<a akan 

terjadi pajak berganda potensiaL 

Pajak berganda yuridis terjadi apabila suatu pengbasilan yang sama 

dikenakan pajak"'di tangan orang yang"'Sarna oleh lebih dari satu negara. Pajak 

berganda ekonomis, timbul apabila dua orang yang (secara yuridis) berbeda 

dikenakan pajak atas suatu penghasilan (modal atau objek) yang sama (oleh 

lebih dari satu negara). 

1.2.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pajak Berganda 

Pajak berganda muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pernajakan. 

Seandainya dalam ketentuan domestik dari negara-negara tersebut terdapat 

pengecualian atau pembebasan darl pajak terhadap subjek atau objek yang 

47 A.A. Knechtle, Basic Problems in fntemalionol Fiscal Law. Deventer: Kluwer, 1979. 
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bertempat kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya maka tidak akan 

terjadi pajak berganda. 

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pajak berganda sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini.48 

a. t•ajak Pertambaban Nilai 

Walaupun hanya ditujukan terhadap peredaran dan konsumsi domestik~ 

terdapat kemungkinan bahwa pajak penjualan (peredaran dan pertambaban nilai) 

dapat menimbuikan pajak berganda. HaJ itu dapat terjadi apabila dalam prinsip 

pemajakan negara pengekspor menganut prinsip negara asal (origin principle) 

atau pernajakan oleh nega a asal barang dan jasa, sedangkan negara pengimpor 

rnenganut prinsip negara tujuan (destination g rinciple), pemajakan ol h negarn 

tujuan sebagai pernanfaat barang'danjasa. 

Dalam Pajj!k Penghasilan, ada dua pendekatan kewajiban pajak sebagai 

berikut: 

1. Tid k terbatas atau penuh ( nlimiled tax lrability) . 

KewajibJm pajak tidak terbatas merupakan resultat dari pemajakan 

berdasarkan pertalian subjektif (subj ective allegiance) yang dapat berupa 

nasionalitas atau tempat pendirian (untuk badan) dan residensi. 

2. Terbatas (limited tax iahility). 

Kewajiban pajaK: terbatas merupakan resultat dari pemajak:an · rdasarkan 

pertalian objek:tif (objective allegiance) yang dapat berupa lokasi aktivitas 

ekonorni dan sumber penghasilan. 

Sehubungan dengan Pajak Penghasilan, pajak berganda dapat terjadi 

karena benturan antar klaim pemajakan tak terbatas, pemajakan tak dengan 

terbatas, dan pemajakan terbatas. Benturan antar klaim pemajakan tak terbatas 

dapat terjadi antar negara penganut prjnsip nasionalit~ nasionalitas dengan 

residensi, dan residensi. Benturan nasionalitas umumnya terjadi terhadap orang 

pribadi yang berru::la di negara penganut tempat kelahiran (ius soli) dengan orang 

111 Gunarli, Pajak Jnternasional. Jakarta: LP Faku!tas Ekonomi Univer$itas Indonesia, 
1999, haL 100. 100-!0L 
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tua dari negara penganut ketunman (ius sanguinis). 

Selanjutnya benturan nasionalitas dengan residensi dapat terjadi baik pada 

wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sementara untuk orang pribadi terjadi 

apabila warga dar:i negara penganut prinsip nasionalitas (misalnya USA) 

bertempat tinggal pada negara penganut prinsip residensi (Indonesia), Wltuk badan 

dapat terjadi apabila badan yang didirikan berdasar hukum negara penganut 

tempat pendirian namun bertempat kedudukan atau dikelola di negara penganut 

prinslp pemajakan residensi (tempat kedudukan atau manajemen). 

Benturan residensi terjadi pada oran pribadi yang rnempunyai tempat 

tinggal di negara penganut pemajakan berdasark n asas domisili namun ia berada 

dalam negara nenganut rinsip kehadiran substansial (misalnya lebih dari 183 

hari). Untuk l)adan, benturan residensi terjadi apabila mem unyai tempat 

kedudukan statuter (di satu negara~ yang berbeda dengan tempat manajemen (di 

negara lain). 

1.2.3 Tata Cara Penghindaran Pajak Berganda 

Dalam hukum perdata internasional apabila terjadi benturan yuriSdiksi 

dapat saling mengeliminasi berlakunya (sa ah satu hu:kum suatu negara), mu~un 

eliminasi tidak dapat diteraQk apabila terjadi benturan dalam hukum pajak 

internasio al. Kedmmya teta~ 'berlaku dan benikibat tambahan jumlah paj.ak yang 

harus dipikul investor engusaha) transnasional apabila dibanding dengan 

seandainya ia hanya be iprah dalam di mensi domestik. 

Metode pembehasanlpengecualian (exemp_tion) adalah metode 

penghindaran pajak berganda yang ser'ng digunakan leh negara di duma -1
9 

Dengan menggunakan metode pembebasan, pajak berganda coba d!eHminasi 

secara totaL Metode mengatur bahwa negara pemegang yurisdiksi pemajakan 

melepaskan hak pemajakannya dan memberikan hak ekslusif pemajakannya 

kepada negara lain. 

411 Ahmad Khan, Cross Border Transaclions and Tax Treaties Theory tmd Practice. 
Singapore; Petrosin lnfo Tech (S) Pte. Ltd, 2000, haL 292. 
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1.2.4 Pengaruh Penghindaran Pajak Berganda 

Penghindaran pajak berganda tentunya akan mempunyai imptikasi baik 

kepada Wajib Pajak, negara sumber maupun negara domisili (penyedia 

keringanan). Pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan baik objek maupun 

pajak dapat mengeliminasi secara tuntas pajak berganda karena pemajakan hanya 

dilakukan oleh negara sumber. Pelepasan pemajakan oleh negara domisili menye

babkan hilangnya potensi penerimaan negara tersebut dari penghasilan 

mancanegara. Metode eksemsi ini didasarkan atas prinsip netralitas impor rnodal 

(netralitas pasar intemasional) yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber 

dana ke mancane ara. Hal ini dapat merupakan rangsangan u tuk menanarn 

modal di negara berkembang. 

1.3 Ketentuan P!Yak: Pe ambaban Nilai yang :rerkait dengan Bidang 

Usaba Minyak dan Gas Bumi 

Dalam kiausula perpajakan yang tercantum pada Kontrak: Bagi Hasil. 

dinyatakan bahwa Pertamina (dalam hal ini Pemerintah Indonesia) menang ng 

dan membebaskan pajak Jainnya (Paj .Rertambahan Nilai, Bea M:asuk, dan 

sebagainya). 

Menunjuk p a k(ausula tersebut di atas. dalam irnplementasinya berlaku 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

l) Minyak dan Gas Burni aCialah bukan Barang ena Pajak. sehingga tidak 

dikenakan Pajak Pertambahan Milai. Kon tor bukan merupakan Pengusa.ha 

Kena Pajak; 

2) Untuk Kontrak Bagi Hasil yang telah berproduksi , Pajak Pertambahan Nilai 

Masukan yang haros dibayar akan dikembalikan (di-reimburse) oleh 

Pertam!na!Badan Pelaksana Migas; 

3) Untuk Pajak Pertambahan Nila! Impor (PPN Impor), dengan mendasarkan 

pada ketentuan Pasal15d UU Pertamina, maka atas impor barang modal tidak 

dikenakan PPN impor mengingat barang modal tersebut adalah milik 

Pemerintah; 
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4) Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-1107/MK./1985 tanggal 27 

September 1985, ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan 

atas kegiatan pengeboran; 

5) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Jo. Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 572JKMK.04/1989, Untuk Kontrak Bagi Hasil 

yang belum berproduksi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ditangguhkan 

sampai kontraktor bersangkutan berproduksi. Kemudahan lni akan berakhir 

sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan paling Jambat 

pada tangga[ 31 Desember 1999. 

Untuk mengakomodir klausula perpajakan yang tercantum dalam kontrak 

production sharing khususnya berka ·tan dengan pemberian fasihtas terhadap 

PDRI, telali diterbitkan Pernturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 

tentang Pembebasan B"ea Masuk dan Pajak Da am Rangka Impor Tidak Dipungut 

atas lmpor Barang BerdasarRan Kontrak Bagi HasH (PSC) Minyak dan Gas Bumi 

(PM 20CJ05). 

Cakupan subjek <lari PMK 2 /2005 ad_alah kontr tor yang 

menandatangani kontrak bagi hasil engan Pertamina sebelmn berlakunya UU 

Migas yang elah dialihkan kef>ada Badan Pelaksana Migas. Fasil@s yang 

diberikan berdasarkan PivlK 20/2005 adhlah tidak dipungut Pajak Dalam Rangka 

Impor (PDRl) dan pembebasan bea_.masuk. 

Dasar hu:kum Pemerintah embenkan kebijakan PDRI dimaksud adalah 

Nfigas, yang dinyatakan bahwa kontraktor 

production sharing yang ditandatangan· sebeJum e lakunya Uti Migas rnasih 

tetap berlaku sampai dengan rna~ kontrn.l<nya habis. 

Penerbitan PMK 20/200 d1ffiaksud sebagai hentuk hahwa Pemerintah 

Indonesia menghormati berlakunya kontrak-kontrak: yang telah ditandatangani 

saprnpai dengan rnasa berlaku kontrak-kontrak dimasud selesai. 

Sedangkan untuk memberikan fasilitas PPN terhadap kontrak~kontrak 

yang ditandatangani setelah berlakunya UU Migas, telah diterbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang P~ak Pertambahan Nilai 

Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu 

Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi (PMK 178/2007), yang mendasarkan 
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pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. (APBN) Talmn 2008. 

Mengingat mendasarkan pada UU APBN Tahun 2008, maka PMK 178 

mempunyaijangka wal<tu bedaku selama 12 bulan (tanggal I Januari 2008 hingga 

tanggal 3 I Desember 2008). 

1.4. Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Bagi Hasil (PSC) 

Pada tahun sekltar tahun 1965 saat awa) pemerintahan Presiden Soeharto, 

Indonesia tidak memiliki ka:R 'tal, sehingga unluk mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia memerlukan inwstasi. Untuk men ik minat investort 

diberikan kesem a tan kepada investor ang masuk ke Indonesia untuk melakukan 

eksplorasi, dengan catata resiko ditanggung oleh investor sendiri. 

Sebaliknve,,dalam hal dari eksplorasi ter;sebut menghasilkan minyak atau gas 

bumi, aka ongkos~ongkos yang telah dikeluarkan dalam bia~ produksi tersebut 

dapat diganti oleh £.emerintah. 50 

Pada prinsipnya PS€ mempunyai Rarald:erlstik sebagai Berikut: 

1) Kontraktor rnenanggun sernua Fisiko; 

2) Jangka waktu kontrak adalah 30 (tiga puluh) ahun, tennasuk 6 (enam) sampai 

dengan 0 (sepuluh) tahun untuk asa eksplor st; 

3) Pertamin memiliki hak atas semua alat xg digunakan oleh kontraktor; 

4) Kontraktor diwajib 1 untuk memenuhi kehutuhan minyak dalam negeri 

(Domestic Market Ohligationi DMQl; 

5) Semua biaya ekp orasi, pen embangan, 

kontraktor dan akan di-recaver dari , r0duksL 

operasi ditanggung oleh 

6) Produksi setelah cost recovery di:bagi antara Pemerintah dan kontraktor 

berdasarkan suatu persentase tertentu 

Menurut UU Pertamina, kedudukan Pemerintah berada di atas para pihak 

yang menandatangani kontrak, karena dalam hal ini Pertamina yang bertindak 

sebagai pihak yang menandatangani kontrak. Dengan demikian, Pemerintah dapat 

memposisikan dirinya sebagai pengawas yang dapat mencegah timbulnya 

so Pumomo Yusgiantoro, Sistem Kontrak 8ogi Hruif Migas di Indonesia, Edisi 03 Tahun I 
Agusws, Jakarta: Energi Antamusa, 2007. haL 52, 
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sengketa. Dalam hal tetjadi sengketa, Pemerintab dapat bertindak sebagai 

mediator atau wasit sebelum sengketa para pihak dibawa ke forum arbitrase. 

Kedudukan Pemerintah yang dapat memposisikan sebagai pengawas yang 

dapat mencegah terjadinya sengketa hanya berlaku pada penyelesaian sengketa 

yang berkaitan dengan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam kontrak, dan tidak 

meliputi permasalahan yang berasal dari perubahan kebijakan Pemerintah, 

Dengan diterbitkannya UU Migas. kedudukan dan peran Pemerintah 

dalam kontrak keljasama menjadi lebih jelas. Dalam UU Migas, pemegang kuasa 

pertambangan kembaH berada pada tangan Pemerintah, selanjutnya Pemerintah 

memhentuk Badan Pellliana Migas yang akan .. menerima kuasa" dari 

Pemerintah untuk menandatangani dan mengendalikan manajernen operasi 

kegiatan us a hulu, 

Kedudukan Pertamina sebagai pihak yang mcnandatangani ~o trak 

digan ikan olell Pemerinta:H yang diwakili oleh Badan Pelaksana Migas yang 

diben k! berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 T a hun 2002 tentang Bad an 

Pelaksana Ke iatan Usaha Hu u Miny,ak dan Gas Bum.i. 

Pasal 44 ayat (3) UU Migas mengatur bahwa tugas Badan Pela:ksana 

Migas adalah__sebagai berikut: 

a. memberikan pertlrnbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) atas ebijaksanaan~alam hal penyiapan clan penawaran wilaytth kerja 

serta kontrak kerja sama; 

b. rnelaksana:k:an enandataflganan kantrak kerja sama; 

c. mengkaji dan menyampail<an rencana pengemban an lapangan yang pertam.a 

ka1i akan diproduksikan dalam suatu wilayah kelja kepada Menteri ESDM 

untuk mendapatkan persetujuan; 

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagalmana 

dimaksud da1arn huruf c; 

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai 

pelaksanaan kontrak kerja sama; 

g. menunjuk penjual minyak bumi danlatau gas bumi bagian negara yang dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. 
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2. KETENTUAN KEPABEANAN YANG TERKAIT DENGAN 

KEGIATAN USAHA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI 

2.1 Fasilitas Kepabeanan (Bea Masuk) di Bidang Minyak dan Gas Bumi 

Sebelum berlakunya UU Migas, bea masuk dan Pajak Dalarn Rangka 

Impor (PPN Impor, PPnBM linpor, an PPh Impor) yang terntang untuk kegiatan 

migas dibebaskan melalui mekanisme maslerlist~ deng menggunakan angka 

pengenal impor (API) millk Pertamina, karena barang-barang peralatan tersebut 

selanjutnya menjadi mink Pe 

Sebagai tind Ianjut pengatumn bea masuk di bid.ang migas untuk 

kontraktor production shating. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.Ol0/2005 tentang Pernbebasan B a Masuk atas 

Irnpor arang un Ke iatan Usaha Hulu Minya dan Gas Bu i sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.Ol0/2005 dan 

PMK 20/2005. 

B berap hal pokok yang dtatur dalam Ptv1K 2012005 antara lain adalah 

sebagai berlkut: 

I) Atas impor baran migas diberikan fasilita:s 

2) Permohonan pembebasan diajukan kepada Direktur Jenseral Bea dan Cukai 

melalui Direktur Fasilitas Kepabeamm, dengan ditembuskan kepada Direktur 

Jenderal Minyak dan Gas Bumi. DESDM; 

3) Permohonan pembebasan bea masuk dan PDRI dilengkapi dengan Rencana 

lmpor Barang (RJB) atau masterlisr untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 

4) RlB atau masterlist memuat hal~hal sebagai berikut: 

a. Nomor dan tanggal RIB/masterlist; 

b. Nama kontraktor; 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d. Alamat kontraktor; 
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e. Dasar kontrak; 

f. Wilayah kontrak; 

g. Kantor Pemeriksaan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan 

barang; 

h. Pos tarif barang yang diimpor; 

i. Uraian barang yang diimpor; 

j. Jumlahlsatuan barang; 

k Perkiraan harga; 

I. Pimpinan perusahaan. 

5) RIB atau masterlist hanya dapat diubah sebelum diterbitkan keputusan tentang 

pemberian as 'litas pe bebasan. 

Sedangkan untuk memberikan fasilitas bea masuk terhadap kontrak. yang 

ditandatangani setelah U Migas, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 97/PMK.OI0/2006 te:ntang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang 

untuk Kegi tan Usaha Hulu rYfinyak dan Gas Bumi (PMK 97/2006). 

kupan subjek yang diberikan fasilitas berdasarkan (PM 97/2006) 

adalah Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap yang mengikat kontrak kerja sama 

dengan adan Eelaksana Migas dan PT Pertamina. PMK 97/2006 mempunyai 

jangka w tu tanggal 1 (saru) tahun, yai u tanggal 16 Juli 2006 sampai dengan 

tanggal 15 J u1i2007, 

Sebagai kelaojutan kebij akan dari PMK 97/2(106, diterbitkan 2 (dua) 

Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Pera ran Menteri Keuangan Nomor 

177/PMK.Oll/2007 tentang Pembebasan ea asuk atas lmpor Barang untuk 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Burni (PMK 177/2007) 

dan Peraturan Mented Keuangan Nom or I 79/PMK .0 11/2007 {Pl\>1K 179/2007) 

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Irnpor Platform Pengeboran atau 

Produksi Terapung atau di Bawah Air. 

Dasar hukum PMK 17712007 arlalah ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, 

hurnf b, danlatau hurnf c Undang~Undang Nomor lO Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006) yang menyatakan bahwa: 
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Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas: 

a. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam 

rangka penananam modal; 

b. Mesin untuk pernbangunan dan pengembangan industri; 

c. Barang dan bahan dalam rangka pernbangunan dan pengembangan industri 

untuk jangka waktu tertentu. 

2. Dokumen Ekspor lmpor dan Perhituugan Pungutan dan Pajak Dalam 

Rangka Impor 

Meskipun atas barang barang untuk keperluan bidang usaha migas telah 

diberikan pembebasan bea masuk dan PORI aengan mekanisme RIB atau 

masterlist, namun demikian dalam pelaksamum importasinya kontratnr tetap harus 

menyampaikan dekumen-dokumen kelengkapan importasi, an lain Letter of 

Credit, dokumen impor, dan Pemberit uan lmpor Barang (PlB). 

Dokumen ekspor impor terdiri a as 4 (em pat) hal yaitufinancial document, 

commereial document, transport document, dan ofjicia document. Financial 

document berisi wesel (draji atau bill of exchaug~) yang terdiri atas 2 (dua} hal, 

yaitu: 

a. Sight draft; dan 

b. Time/usance drat, yang merupakan surat perintah bayar anpa syarat dari 

drawer kepada dFawee untuk meiaksanakan pembayaran pada saat draft 

diunjukan (untuk sight drraft) atau ~da saat an.ggal tertentu (usance draft). 

Sedangkan Commercial do ume t terdiri atas commercial invoice/faktur, 

packing/weight list, dan insurance policy. Commercial invoicelfaktur merupakan 

dokumen yang dipersyaratkan oJeh Leiter of Credit atau Sales Conrract yang 

dibuat oleh eksportir yang menerangkan rnengenal barang yang dikirim, harga, 

kuantitas, amount, syarat penjualan dan ditujukan kepada importer. 

Packing atau weight list merupakan dokumen dad penjual barang yang 

menerangkan dan menguraikan tentang kemasan barang, ukuran, bend, dan 

jumlah kemasan. Sedangkan Insurance policy mempakan dokurnen yang 
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diperlukan untuk membuktikan batrwa barang*barang yang diangkut telah 

dilakukan penutupan asuransi, yang terdiri atas: 

a. Cover note, yaitu sebuah pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang 

menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup, sebelum polis asuransi 

diterbitkan; dan 

b. PoHs asuransi$ yaitu bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut 

dengan alat angku Ekapal atau pesawat udara) atas nama si tertanggung 

membayar premi. 

Trans ort documen terdiri at bill t'? lading. dan aint•ay bill. Bill of 

lading m rupakan dokumen pengiriman barang dengan menggunakan kapallaut 

dan di1erl:HtRan oleh perusahaan pelaya n atau agennya, dan berfungsi sebagai 

transpo lalion contract, -cargo receipt, dan document oflilleltille oj goods. 

Airway bill merupakan dokumen gengangkutan barang d gan 

menggumtkan pesawat erbang yang diterpitkan oleh perusahaan penerbangan 

atau agennya dan berfUngsi sebagai cargo receipt danfra sportation contract. 

Offidal document berist certificate df origin, yaitu sertifikat yang 

diterbitkan oleh lembaga pemerintah tertentu ata:u lembaga yang ditunjuk oleh 

Pemerintah sua negara, yang...mana dalam -surat tersebut menerangkan ahwa 

barang yang ak:an dil<irimkan ole penjual adalah benar diptoduksi oleh negara 

tertentu. 

Pungutan negara dalam rangka impc;,r terdiri atas: 

a. bea masuk, yang terairi tas bea masuk biasa, bea masuk anti dumping, dan 

bea masuk imbalanlsubsid1; 

b. Cukai; 

c. Denda administrasi; 

d. Bunga; 

e. Pajak, yang terdiri atas PPN, PPnBM, dan PPh Pasal22. 

Penghitungan pungutan dan pajak, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Untuk rnengilltung bea masuk adalah tarif dikaHkan dengan nilai pabean!Cost 

Insurance and Freight (CIF); 
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2. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai, adalab terif PPN (10%) dikalikan 

dengan nilai impor. Nilai impor diperoleh dari nilai pabean ditambah dengan niiai bea 

masuk yang terutang; 

3. Untuk menghitung PPnBM dan PPh~ ada!ah tarif dari PPnBM atau PPh dimaksud 

dikalikan dengan nilai impomya. 
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l. PENGARUH PERLAKUAN PERPklAKAN DAN KEPABJ!:ANAN 

TERHADAP BIDANG USAHA MIGAS SETELAH BERLAKUNYA 

UNDANG-UNPANG NOM OR 22 TAll !2001 

Undangk ndang Nomor II Tahun 1967 tentang 

Pokok Pe~bangan, tidak mengatur secara eksplisit tentang asas-asa hukum 

pertambangan. Namun apabila mengkaji secara mendalam berbagai substansi 

pasal-p sal di dalamnya maupun yang tercantum dalam enjelasannya d pat 

diidentiftkasi beberapa asas hukum yang me1iputi asas manfaat, asas pengusahaan~ 

asas keselarasan, asas partisipatif, serta asas m syawarah dan mufakat. 

Sedangkan dalarn Pasal 2 UU Migas telah ditentukan secara jelas asas-asas 

hukum dalam penyelenggaraan pertambangan migas, yang meliputi ekonomi 

kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, 

kemakmuran bersama an kesejahteraan rakyat banyak. keamanan. eselamatan; 

dan kepastian hukum serta berwawasan 1ingkungan. 

Konsep ontrakproduction sharingpertama kami diperkenalkan oleh Ibnu 

Sutowo pada tahun 1960 di Venezuela, yang selanjutnya pada tahun 1966 

ditawarkan substansi kontrak p roduction haring kepada para kontraktor asing, 

yang berisi sebagai berikut: 

J. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara; 

2. Kontrak akan didasarkan pada pembagian keuntungan; 

3. Konttaktor aka.n menanggung risiko pra-produksi, dan apabi1a minyak 

danlatau gas bumi ditemukan, penggantian biaya dibatasi sampai paling 

banyak 40% (empat puluh persen) per tahun dari minyak dan/atau gas bumi 

yang dihasilkan; 

Universitas Indonesia 



Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH UI, 2009

52 

4. Sisa sebesar 60% (enam puluh persen) dari produksi akan dibagi dengan 

komposisi 65% (enam puluh lima persen) untuk perusahaan negara, dan 35% 

(tiga puluh lima persen) untuk kontraktor; 

5. Hak atas semua peralatan yang dibeli kontraktor akan dipindahkan kepada 

perusahaan negara setelah pera)atan terSebut berada di Indonesia, dan biaya 

akan ditutup dengan furmulasi 40% (empat puluh persen). 

Prinsip kontrakproduction sharing telah dikuatkan dalam UU Migas. yang 

ditentukan bahwa para pihak yang terkait dalam kontrak production sharing 

ada1ah Badan Pelaksana igas den an badan usaha atau entuk usaha tetap 

(bukan lagi Pertamina). Sementara itu, status Pertamina aat ini adalah sebagai 

Perusahaan Perseroan (Persero ). 

Pada dasarnya, kontrak kerjasama di bidang migas dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) macam yaitu pertama kontrak production s aring dan kedua, 

bentuk keljasama lainnya. Dalam prakteknya, bentuk Rerjasarna lain antarn PT 

Pertamina dengan erusahaan swasta dapat dibag1 menjadi 4 ( empat macam. 

yaitu: 

1, Perjanjian Karya yaitu suatu kelliasama antara Pertamina dan perusahaan 

swasta gemegang konsesi dalam rangl~.a eksplorasi dan eksploitasi migas; 

2. Technical Assistance Contract (JAC) atau disebut juga petjanjian ban uan 

teknik, yaitu kerjasama antara Pemerin erusahaan s •asta dalam 

rangka mereha:bilitasi umur-swnur atau lapangan minyak yang ditinggalkan 

dalam kuasa pertarnbangan P-.ertamina; 

3. Kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) yaitu suatu kerjasama antara 

Pertamina dan perusahaan swasla dalam rangka meningkatkan produksi 

minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan Pertamina 

dan sudah mengalami penunman produksi dengan menggunakan teknologi 

tinggi rneliputi usaha secondmy dan tertiary recovery; 

4. Kontrak: Operasi Bersama (KOB). yaitu kerjasama antara Pertamina dan 

perusahaan swasta dalam rangka ekplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk 

pembangkit tenaga listrik. 

Timbulnya kontrak production sharing adalah untuk mengatasi 

pennasalahan keterbatasan modal, teknologi dan surnberdaya manusia 
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yang dihadapi Pertarnina, khususnya dalarn menjalankan eksplorasi dan 

eksploitasi pertambangan migas. 51 

Momentum kontrak production sharing generasi IV (tahun 2002 hingga 

saat ini) dirnulai pada saat berlakunya UU Migas. Struktur dan prinsip bagi basil 

dalarn UU Migas berbeda dengan undang-undang lama. Pada undang-undang 

lama yang menjadi pihak adalah Pertamina dan kontraktor, sedangkan dalarn UU 

Migas yang menjadi pihak adalah Badan Pelaksana Migas dengan badan usaha 

dan/atau badan usaha tetap. kontrak production sharing mernuat 3 (tiga) prinsp 

pokok, yaitu: 

1. kepernilikan sumber day a alarn tetap berada d · tangan Pernerin ah sam pai pad a 

titik penyerahan; 

2. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana Migas; 

3. modal dan risiko seluruhnya ditanggu g badan usaha atau bentuk usaha tetap. 

Kegiatan usaha hulu hanya dapat dil kukan oleh badan usaha atau bentuk 

usaha tetap. Kegiatan usaha ·ni drdasarkan pa a kontrak production sharing. 

Tujuan penuangan kewajiban-kewaj iban aalam persyaratan kontrak ad ah untuk 

mempermudah J;~engendalian kegiatan usaha hu u dan didasarkan juga peraturan 

perundang-und angan lainnya. • • 
UU Migas mendefinisikan bah a ~uasa ertarnbangan adalah wewenang 

yang diberikan negara kep da Pemerintah untuk menyelenggarakan eksplorasi 

dan eksploitasi . Kuasa Peftambangan mencerminkan kewenangan untuk 

melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan pertam bangan. 

Kuasa Pertambangan melekat pada s atu lembaga tertentu yang berfungsi sebagai 

pengatur kegiatan pertambangan dalam suatu negara yang memiliki kuasa atas 

mineral. Kuasa usaha pertarnbangan merupakan kewenangan untuk melakukan 

pengendalian dan pengelolaan usaha pertambangan. 

Dalam beberapa kontrak kerjasama yang ditandatangani setelah 

berlakunya UU Migas, antara lain terdapat klausula yang mengatur mengenai 

~~ Salim H.S, Hukum Perrambangan di Indonesia, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, hal. 
318 (mengutip Rud i M. S imamora, 2000:93). 
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perpajakan. Datam klausula perpajakan tersebut. secara tegas menyatak.an bahwa 

Badan Pelaksana Migas wajib menanggung dan tidak membebankan kontraktor 

atas pajak Indonesia lainnya, termasuk Pajak Pertambahan NHai~ pajak pengalihan 

(transfer tax), serta pungutan ekspor dan impor. 

Pada dasarnya~ pencantuman ketentuan yang menimbulkan kewajiban 

kepada Badan Pelaksana Migas tersebut tidak akan menimbulkan pennasalahan 

dalam pelaksanaan kontrak~kontrak j<ang ditandatangani setelah berlakunya UU 

Migas sepanjang Badan Pelaksana Migas memiliki pembiayaan/anggaran untuk 

membayar pajak-pajak yang menjadi tanggungannya terse hut 

Namun demikian. d lam pelaksanaan lCegiatannya Badan P laksana Migas 

tidak memiliki pembiayaan!anggaran untuk membayar pajak-pajak yang menjadi 

tanggungan adan Pelaksana Migas. sebagaimana tertuang dalam l<ontrak-kontrak 

}'allg ditandatangani dengan kontraftor:. 

Berdasarkan ketentuan Rasa! 6 ayat 1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2002, diatur bahwa Badan Pelaksana Migas rnemperoleh 

penerimaan berupa imbalan at~pel gsi dan tugasnya, dan hes ya 

penerimaan tersebut ditetapkan oleh · enteri Keuangan sebagai suatu persentase 

dari penenmaan negara dari sc}iap K~iatan Usaha Hulu. 

Kondisi sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan ketentoan Pasal 31 

ayat (1) UU igas yang menyatakan bahwa Badan Usaha atau Benruk Usaha 

Tetap yang melaksanakan kegiat3tl usaha hulu wajib mem yar nerimaan 

negara yang berupa P.ajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi tidak 

dapat dllaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai akibatnya Badan Pelaksana 

Migas rnendesak Pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan 

publik untuk menerbltkan suatu kebijakan untuk dapat menyelesaian 

permasalahan dimaksud. 

Pennasalahan klausula perpajakan dalam kontrak kerjasama merupakan 

suatu bentuk lemahnya koordinas:i antar departemen terkait di lingklli1gan 

Pemerintah, disamping minimnya pengawasan lembaga legislatif (DPR-RI) 

terhadap substansi kontrak production sharing. mengingat setiap kontrak yang 

telah ditandatangani oleh pihak kontraktor dan Badan Pelaksana Migas, salinan 
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kont.rak tersebut juga disampaikan kepada DPR-RI, khususnya pada komtsi yang 

membidangi migas. 

Sebagian pembuat kontrak rnempunyai pandangan bahwa sebenarnya 

substansi dari ketentuan PasaJ 31 ayat (I) UU Migas tidak berbeda dengan 

ketentuan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 1971 yang mengatur bahwa penyetoran 

kepada Kas Negara. membebaskan perusahaan dan/atau kontraktor, serta 

merupakan pembayaran dari pajak-pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Dalam 

hal ini, mereka berpendapat bahwa model Production Contract Sharing (PSC) 

masih tepat untuk diterapkan. 

Hal tersebut kemudian berlanjut pada penyusunan kontrak-kontrak pada 

generasi setelan herJak.unya UU Migas; yang clalam klausula perpajakannya masih 

memberikan kel nggaran kepada- kont.:aktor berupa pajak dan pungutan lainnya 

yang ditanggung oleh Badan Pelaksana Migas. 

Pandangan lain menyatak bahwa model kontrak production sharing 

tidak relevan lagi untuk diterapkan sejak berlakunya UU Migas. 

Hal yang paling mengga gg adalah ket an tentang penggantian o eh 

Bad Pelaksana Migas atas pajak-pajak dari kontraktor selain Pajak Penghasilan 

dan Pajak final atas profit ntrak-kontr.fik yan ditandatangani setelah 

berlakuny UU Migas tetap memuat ketentuan tentang penggantian pajaR oleh 

Badan Pelaksana Migas eP. da kemtrakto , sed1mgkan UU igas ttdalVrnengenal 

penggantian atau reimbutsment pajak. Semua pemiki' mengftrah pada 

reimbursement pajak, padahal mennrut UU Migas-, lwQtraktor harus membayar 

pajak, sebingga sistem reimbursment sebenamya sudah tidak da lagi. 52 

Dilihat dari segi piha.k yang menand tangani kcntrak, dengan berlakunya 

UU Migas, kedudukan Pertamina sebagai pihak yang berkontrak digantikan oleh 

Pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana Migas. 

Badan Pelaksana Migas didjrikan dalam bentuk badan hukum milik negara 

(BHivfN). suatu konsep badan hukum baru yang mulai diterapkan pada beberapa 

n Hoesein Wlrladinata, Prakiik Perjanjian Bagi flasi/ Minyak dan Gas Bumi dalam 
Perspektif 1-!ukum Indonesia, Volume 26~Nomor 2-Tabun 2007, Jakarta, Jumal Hukum Bisnis, , 
haL 19. 
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perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan UU Migas dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2002 tersebut, negara sebagai pemegang kekuasaan berwenang 

memberikan kuasa kepada Badan Pelaksana Migas untuk meJakukan penguasaan 

pengelolaan atas bahan galian yang ada dalam wilayah hukum pertambangan 

Indonesia. 

Dengan melakukan kerjasama dengan badan hukum perdata dalam suatu 

kontrak~ maka penguasa negara atau Pemerintah menurut Kranenburg dan 

Vegting bertindak sebagai organ dari adan publik yang berupa badan 

hukurn perdata.53 

Meskipun posisi Pemerinuih alam s tu kontrak sudah sangat jelas1 

namun dalam beberapa rull menimbullcin kesulitan, yaitu apabila Pemerintah yang 

berlaku sebagai org;m dari badan publik yang berupa badan hukum perdata terikat 

pada suatu klausuJa ko trak yang mengikat, sementara itu kbmsula te ebut sulit 

untuk dipenuhi oJeh Pemerintah sebagai pemegang keJ<:uasaan publik. 

Masalah lain yang berkaitan dengan pungutan negara ini adalah mengenai 

pajak impor sesuai section V.l . .;.b, bahwa semua pungut~ negara di luar 

Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti sudah 

termasuk dalam Bagian Pemerlntah bukan Pajak, karena itu gungutan

pungutan ini sepenuhn a merupakan be ban Pertamina (a tau Bad an 

Pe1aksana Migas se:tela:h tJU·Mig ). 54 

Mencermati klausul perpajakan sebagaimana tersebut di atas, pada 

prinsipnya Penulis memahami bahwa dalam membentuk kontrak terdapat salah 

satu asas yaitu asas kebebasan berkontrak, yang menda~ an pada ketentuan 

Pasal1338 ay.at (1) KUH Perdata :wa semua perjanj!an yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang~undang bagi mereka yang membuatnya. 

l: Madjedi Hasan. Pacla Snnt Servando, Penerapan Asas "janji ita mengikaJ,. da/am 
Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi, mengut!p Kranenburg, R. en Vegting, W.G., 
lnlelding in het Nederlndsxhe Administrstiefi"ocht, NV H.D. Theenk Willink & Zoon, Haarlem. 
t955, Jakarta: Fikahat! Aneska, 2005, haL 94. 

5.$ Abrar Saleng.,op.cit. haL l t3. 
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Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang 

untuk secara bebas dalam beberapa haf yang berkaitan dengan perjanjian, di 

antaranya: 

l . be bas menentukan apaka ia akan melakukan perjanjian atau tidak; 

2. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan peijanjian; 

3. bebas menetukan isi atau klausul perjanjian; 

4. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan 

5. kehebao;an-kebebas:an lainnya yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan.55 

Dalam hal klausl!lla perpajakan dimaksud 

berkontrak. maka sebaikny sebelum dilakukan penyus an kontraR production 

sharing, Badan Pelaksana Migas perlu terlebih dahulu berkool!dinasi ~engan 

Direktorat Jenderal F"ajak, Departeme Keuangan a_pakah pengahhan beban pajak 

yang seharusnya merupakan ke--:wajiban kontraktor berdasarkan ketentuan Pasa.rl 31 

ayat (l) liU Migas enjadi kewaji ban bagi Pertamina (atau Badan Pelaksana 

Migas setelah UU Miga~, berte tangan dengan peraturan perundang-W1dangan 

Dar· aspek PN, mengipgat bahwa PPN merupakan golongan pajak 

objektif, yang mana timBulnya kewajiban PPN dirnaksud diawali dengan 

objeknya. sedangkan subjek paja !tianyalah memphkan sya.rat penduRung sel)agai 

pihak yang bertanggung j wab as terutangny pajak~ maka se enamya hal 

tersebut dimungkink , epanjang Baoan PeJaksana Migas memi likt pembiayaan 

untuk menanggung pajak:-pajak ·ang seianjutnya menjadi 15eban Badan Pelaksana 

Migas. 1- \. 

Sedangkan dari aspek P ~ak Pengh silan, mengingat Pajak Pengbasilan 

merupakan golongan pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada 

subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria dan telah ditetapkan dalam 

peraturan perpajakan, maka klausula " ... pungutan-pungutan inl sepenuhnya 

rnerupakan beban Pertarnina ... 11 menjadi tidak relevan untuk dilakukan, karena 

kontraktor dan Badan Pelaksana Migas merupakan subjek pajak yang terpisah 

atau berbeda. 

»Ahmadi Miru, flulwm Kontruk dan Pcram:angan Konlrak, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2008. hal. 4, 
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Berbagai persoalan dalam pelak.sanaan kontrak production sharing adalah 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. keamanan; 

2. penerapan kebijakan fiskal; 

3. otonomi daerah; 

4. internal restructionyang terkait dengan restrukturisasi sektor; 

5. perJunya mengamandemen kontrak: production sharing, karena dalam kontrak 

tersebut Pertarnina (Badan Pelaksal1.3 Mtgas) leblh hanyak dirugikan, misalnya 

tidak dapat melakukan..tenninasi suatu proyek yang dianggap merugikan. 

Guna mengatasi pem1asalahan pajak impor. khususnya PPN Impor atas 

barang-barang kebutuhan migas d{maksud, pada tahun 2007 Pemerintah telah 

menerbitkarl Peraturan Me feri Keuangan Nomor 178/PMK.Ol 12007 tentang 

Pajak Perta:mbahan Nilai Ditanggung P merintah atas lmpo B tuk 

Kegiatan Usaha ~ksplorasi Hulu Mi yak dan Bas Bumi serta Parras Bumi (l]MK 

178 T un 2007)~ yang mempunyai asa berlaku selarna 12 l.iulan (berlaku sejak 

tanggal 1 Januatr 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008). 

Kemudahan di bidang PPN bagi kontraktor juga diberikan i:lalam 

kebijakan berupa penunju an Kontrakto Perjanjian Ketjasama Pengusahaan 

Pertambangan .Minyak dan Gas Bum1 untu~ memungut, menyetor, dan 

meJaporkan PPN dan PPnBM. berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor l l/PMK.OJ/2005 (FMK 1112005). 

Hal-hal yang diatur dalam PMK 11/Z005 antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak danlatau Jasa Kena Pajak oleh 

Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor 

baik kantor pusat, cabang~cabang, maupun unit~unitnya. yang dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

2. Dalam hal tetjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

antar Kontraktor. maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
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adalah Kontraktor yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak danlatau 

Jasa Kena Pajak. 

3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak 

dipungut oleh Kontraktor d.alam hal: 

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1 0.000.000~- (sepuluh juta 

rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah~pecah; 

b. pembayaran atas penycrahan Barang Kena Pajak dan/atau J asa Kena Pajak 

yang menurut ketent~;~an perundang-undangan yang berlaku, mendapat 

fasilitas Pajak Pe arnbahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari 

pengenaan Pajak Pertambahan ilai; 

c. wmbayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan 

Bakar Minya.R oleli PT Pertamina (Persero ) ~ 

d. pembayaran atas rekefii'ng telepon; 

e. pembayaran at s jasa angkutan udara yang diserahkan ole perus aan 

penerbangw1; atau 

f. pembayaran lainnya un k penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut 

ketentuan perundang-undangan ang her aku tidak dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

Pada prinsipxzya PPN mempunyai sifat aetral dalam per:da angan dalam 

dan luar negeri. Netralnya PPN perdagangan daJam negeri dapat dilihat dari ja!ur 

konsumsi maupun proouksi dan diSl'ribusL 

Jalur konsumsi merupakan ja1ur yang membentang dari produsen ke 

konsumen, yang mana apabila terjadi penyerahan barang dari pabrikan, importir 

maupun perusahaan jasa tanpa perantara langsung kepada konsumen, sedangkan 

dalarn perdagangan luar negeri menguraikan tentang teori dan tujuan {destination 

principle) dan teori tempat asal (origin principle). 

Penerbitan PMK 178/2007 tidak mendasarkan pada Undang-Undang di 

bidang perpajakan, namun mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008. Hal 
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tersebut mengingat dalam Undang~Undang di bidang perpajakan tidak mengenal 

bentuk fasilitas Ditanggung Pemerintah. 

Bentuk fasilitas Ditanggung Pernerintah merupakan kebijakan yang 

memer[ukan penganggaran pada setiap tahun anggaran pada APBN, yang harus 

dibahas dengan DPR-Rl. Meskipun dalam jangka pendek permasalahan PPN 

Impor untuk barang k:eperluan bidang usaha migas telah terselesaikan, namun 

dalam jangka panjang permasalahan dirnaksud bel urn sepenuhnya terselesaikan. 

Hal tersebut dengan memperhatikan padajangka waktu kontrak-kontrak di 

bidang migas yang te ah ditandatangani yang relatif cukup lama (kurang lebih 30 

tahun), sementara itu bentuk fasilit yang diberikan oleh Pemerintah perlu 

dilak:ukan peml:iaharuan pada setiap tahunnya. 

1 ngka waktu kontrakpt'oduction sharin telah ditentukan daJam Pasal 14 

dan Pasal 15 UU Migas, yang dil sanakan palingi ama 30 'tiga puluh) tahun, 

sejak ditandatanganinya. Jangk waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu paling lama 20 (dua puluh} tah . :Jangka \"-aktu terse but terdiri atas jangka 

waktu el?splorasi dan jangk waktu eksploitasi. 

Jangka aktu kegia:@n eksplorasi dilaksanakan selama 6 (enam) tahun dan 

dapat diperpanjang hanya 1 (satu) \<ali per1ode yang d'lak:sanakan paling lama 4 

(empat) tahun. Jadi total jangka wab."tll eJCsplorasi adalah selama 10 fsepuluh) 

tahun. Sernentara itu, jangka waktu kegiatan ekspklitasi Rel1ama adalah selama 20 

(dua puluh) tahun ditambah engan e!J)Mjangannya se ama {20} dua puluh 

tahun. Jadi total jangka waktu kegiatan eksploitasi adalah sela a 40 (empat 

puluh) tahun. 

Pada tahun 2008 teJah dit rbitk . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat atas Undang~Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan (UU Perubahan Keempat UU PPh). Dalam ketentuan Pasa! 

31 D UU Perubahan Keempat UU PPh, terdapat ketentuan yang mengatur 

mengenai perpajakan di bidang migas yang selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan Pasal 31 D merupakan ketentuan yang bersifat baru, yang 

membedkan kewenangan kepada Pemerintah untuk: menyusun peraturan yang 
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antara lain substansinya mengatur mengenai pengeluaran~pengeluaran yang 

diperbolehkan untuk dibebankan sehagai biaya (deductible), 

amortisasi/penyusutan, dan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang 

diperoleh dari kegiatan di luar kegiatan bidang migas lainnya. 

Selama ini, ketentuan yang mengatur tentang hal-hal dima.ksud adalah 

sebagai berikut: 

I) Keputusan Menterl Keuangan Nomor 457/KMK.Ol2/1984 tentang 

Penentuan Jenis-jenis Harta dalam asing-masing Golongan Harta untuk 

Keper[uan Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Kontrak 

Production Sharing daJam Expiorasi Dan E1<.1ploitasi Minyak Dan Gas Bumi 

dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara 

(Pertamina' yang Ditanda Tangani Setelah Undang-Undang Nomor 7 

Tahtm 1985 sebagaimana telah b berapa kali diubah terakhlr dengan 

Keputusan Menteri Keuangan No or 12~/KMK.01211 986 (sudati tidak 

berlaku sejak 1 Januari 2001 <dan tetap be laku sampai dengan 

berakhirnya masa kontrak yang ditandatangani sebelnm berlakunya 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5211KMK.04/2000); 

2) KeJ?utusan Menteri Keuangan Nom or 45 8/KMK. 012/19 84 ten tang 

Tata Cara Perhitunga dan Pem bayaran Pajak Penghasilan yang 

Terhutang 0teh Kontraktor yang Mengadakan Kontrak Production 

Sharing oalam Eksplorasi dan Ek:sp oitasi Minya d n Gas Bumt dengan 

Perusahaan Pertambangan Mrnyak dan 6as Bum1 N1 gara ~ertamina) 

sebagaimana telah beberapa kali diul)ah teralffiir dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 815/KMK.O l · /1 985; 

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52 l/KMK.04/2000 tentang Jenis

Jenis Harta Yang Termasuk Dalam elompok Harta Berwujud tJntuk 

Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan 

Eksploita>;i Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi HasH 

Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 

(Pertamina). (berlaku mulai 1 Januari 2001). 
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Beberapa hal yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut: 

a. kontraktor adalah setiap kontraktor beserta partnemya yang mengadakan 

kontrak production sharing dalam eksplorasi dan atau eksploitasi 

minyak dan gas bumi dalam suatu wilayah kerja tertentu yang ditanda tangani 

pada tanggall Januari 1984 dan sesudahnya; 

b. Dasar pengenaan PPh yang terhutang oleh kontraktor adalah Penghasilan 

Kena Pajak. 

c. Kontraktor wajib memotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari 

keuntungan sesudah dikurangi PPh. 

d. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak: 

l) Untuk rpenghitung Penghasilan Kena Pajak, penghasilan ruto dikurangi 

dengan biaya-biaya untuk: mendapatkan, menagih dan rnemellhara 

penghasilan serta penyusutan seb aga i . ana dirnaksud dalam asal 6 

Undang-Undang Paj ak Pengtiasilan 1984; 

2 ) Peng}!Milan bruto ialah nilai uang yang direalisir kont aktor dari 

produksf bagiannya yang terjual; 

3~ Biaya-biaya untu m end\ipatkan, menagih, dan emelihara 

penghasilan sebagaimana dima ud dalam PaSal 5 termasuk bonus 

~enan atanganan, bonus kom~nsasi data, bonus prochi.Ksi, bonus 

pendidikan dan bonus lainn a dengan nama apapun, se a penyusutan 

dengan me perhatikan k:etentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457JKMK.Q12/1984 dapat 

dikutangkan dari penghas1lan bruto sesu i engan ketentuan-ketentuan 

Undang-Undang Pajak Pen~asilan 1984. 

4) Harga perolehan dari harta tak crwujud s agaimana dimaksud dalarn 

Pasal 11 ayat (1 0) serta biaya untuk memperoleh hak danlatau biaya lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (13) UU PPh, 

sepanjang berkenaan dan untuk keperluan pengembalian biaya terhadap 

biaya survei dan biaya pengeboran tak berwujud (intangible 

drilling cos/) dapat diperhitungkan sepenuhnya. 

Penulis meyakirri bahwa pembahasan Peraturan Pemerintah sebagaimana 

tersebut di atas dengan unit~unit terkait tidak akan mudah mudah dan tentu akan 
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memerlukan waktu yang lama, mengingat Peraturan Pemerintah tersebut 

bennak.I)Ud menyelaraskan pengbitungan pajak penghasiJan berdasarkan 

uniformity principle (prinsip keseragaman) dengan pengbitungan pajak 

penghasilan berdasarkan UlJ PPh. 

Uniformity principle menyatakan babwa semua beban yang diakui sebagai 

cost recovery merupakan penge1uaran-pengeluaran yang dapat dibebank:an 

sebagai biaya (deductible), dalam rangka penghitungan pajak penghasHan 

kontraktor kontrak production sharing. 56 Pada sisi lain terdapat beberapa jenis 

pengeluaran yang bukan merupakan unsur cost recovery (tidak cost recoverable) 

menurut kontrak etapi dapat dibebankan sebagai biaya dalarn menghitung 

penghasilan kena pajak. 

Pengeluaran tersebut antara lain berupa bonus. termasuk bonus 

penandatanganan, onus kompensasi data, bonus roduksj, I::Jonus pendidikan, 

bonus lainnya aengatrnama apapun. 

Dengan demikian cost of oil harm; .sama dengan cost of tax, a tau biaya

biaya operasi yang boleh dil1eban~an (aosl recoverable) enurut kontrak 

production snaring harus sama d ngan biaya-biaya yg boleb dibebankan menurut 

UU PPh (tax eductible) 

Pada sistem kontrak production sharing, ~mbagian ha il dilakukan 

setelah cost rec very yang dikeJua.rkan oleh kontiaktor di'Bayarkan terlebih dahulu 

da:ri produksi igas ·ang dihas·l an. Dengan oemikian penerimaan egara dari 

bagi hasil tersebut sangat bergantung pada nilai cost recovery Y. g dildaim oleh 

kontraktor kepada Badan Pelaksana igas. 

Kontrak Production Sharing dan K'Ontrak Production Sllariug Model Non 

Cost Recovery 

Saat inl para ahli sedang dikaji kemungkinan menerapkan kontrak 

production sharing model non cost recovery, pembagian hasil dilakukan langsung 

dari produksi migas yang dihasilkan. Pembayaran cost recovery dilakukan sendiri 

14 Anwar Kusdianro, Konlribusi Penerimaan Migas pada APBN, Majalah Berita Pajak 
VoLXL Nomor 1604 Februari, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 200&. haL 44. 
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aleh kontrak.tor menggunakan bagian mtgas yang diterimanya. Perbandingan 

kedua model ini dapat dHihat pada gambar berikut: 

Gambar I. Diagram Perbandingan Kontrak Production Sharing dan Kontrak 

Production Sharing Model Non Cost Recovery. 

' ' ' 

~ 

I (Q40M~:,. .;;;;(! 
l.. .. -. I 

Dengan kontraktor share yang sam sebesar 85: 15 untuk minyak. dan 

70:30 untuk gas, dapat dipastikan Bahwa model kontrak production sha!!-ing non 

cost recove1y tidak akan menarik dibandingkan kontrak productio haring. 

Karena pada kontrak production sharing non cost recovery bagja11_ kontraktor 

masih kotor (beJum dikurangi cast recover-y). Oleh karenanya. agar ontrak 

production shaFing nan o.sl ecovery dapat mem~erikan keun n~ sama dengan 

kontrak production snaring, kontrak:tor sha~e harus iiinailikan rnepjaoi iebih dari 

l 5% untuk minyak atau lebih d · 0% un - gas. 

Dalam beberap pengkajlan diperoleh hahwa gar kontrak production 

sharing non cost recovery memberikan IRR sama denga.n kontrak: 

production sharing bagi kontraktor, maka c:ontractor share-nya harus 

dinaikkan menjadi berkisar 28,23% (dua puiuh delapan koma dua puluh 

tiga persen) untuk minyak atau 40,28% (empat puluh koma rlua puluh 

delapan persen) untuk gas bumi. Sedangk:an dari sisi Pemerintah, agar bagi 

Pemerintah kontrak production sharing non cost recow!IY memberikan 

penerimaan bagian Penerintah sama dengan kontrak production sharing, 

maka contractor share-nya dapat dinaikkan menjadi berkisar 28,12% ( dua 
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puluh delapan koma dua betas persen) untuk minyak dan 39,33% (tiga 

puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) untuk gas bumi. 57 

Terdapat beberapa hal yang bisa dianalisis dari model kajian kontrak 

production sharing non cost recovery tersebut, yaitu atraktivitas investasi, 

efisiensi biaya, optimalisasi produksi, dan kondisi pasar. Atraktivitas investasi 

(kemampuan menarik investor untuk melakukan investasi) yang dihasilkan dari 

model ini bisa dikatakan cukup rendah, tidak seperti model kontrak production 

sharing yang memberlakukan cost recovery. 

Oleh karena itu, model kontrak production sharing non cost recovery 

kurang dapat merangsang investor untuk mencari cadangan-cadangan baru yang 

lebih potensial dengan tingkat kesulitan/ketidakpastian yang tinggi. Keberanian 

investor untuk melakukan eksplorasi menjadi berkurang, karena secara psikologis 

sudah dibayang-bayangi oleh kemungkinan investasi yang telah dikeluarkannya 

tid ak: akan kembali. 

Pada akhimya, kontraktQr <i.:enderung membatasi diri dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia. Eksplorasi di daerah

daerah remote cenderung dihinaari oleh kontraktor. 

Pada dasarnya, atraktivitas investasi yang tinggi akan sangat 

menguntungkan bagi Pemerintah, karena dapat meningkatkan arus investasi yang 

masuk ke dalam negeri. Dengan masuknya investasi tersebut, kemungkinan 

ditemukannya cadangan-'cadangan migas baru menjadi jauh lebih besar. Oleh 

karenanya, dengan mempertimbangkan aspek ini emerintah berkepentingan 

untuk tetap mempertahankan kontrak proauction sharing yang memberlakukan 

cost recovery. 

Pada saat yang bersamaan, meskipu atrakitivitas investasi yang dihasilkan 

cukup rendah, model kontrak production sharing non cost recovery memiliki 

kemampuan mendorong investor untuk melakukan efisiensi lebih baik 

dibandingkan model kontrak production sharing yang memberlakukan cost 

recovery. 

Tidak seperti kontrak production sharing yang memberlakukan cost 

recovery, dampak efisiensi yang dilakukan pada kontrak production sharing non 

j? Ibid., hal.45. 
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cost recovery lebih dirasakan manfaatnya oleh kontraktor. Dorongan untuk 

melakukan lnvestasi yang tidak perlu dapat ditekan dengan sendirinya, karena 

akan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap arus kas kontraktor. Pada 

kontrak: produc#on sharing yang rnemberlakukan cost recovery, dorongan untuk 

melakukan investasl yang tidak perlu jauh lebih kuat daripada melakukan efisiensi 

biaya, karena multiplier efek jauh lebih dirasakan daripada manfaat efisiensinya. 

Namm1 demikian, inves1asi yang tidak perlu ini kemungkinannya keciJ 

di l.akukan oleh kontraktor pada masa eksplorasi. 

Betapapun efisiens· yang dilakukan oleh kontrakter kontrak production 

sharing yang memherlakukan cost recovery jauh lebih menguntungkan 

Pemerintah dibandingkan Kontrak prco uction sharing no cost recovery, nrumm 

efisiensi tettSebut tidak akan rnungldn dilakukan oleh kontraktor anpa adanya 

pengawasan yang keta daFi Badan J!ela.ksana igas. Oleh ktliena itu, dalam hal 

ini Pemerinta.IPsebenamya lebih aman jika menggunakan kontrak production 

sharing non cost recovery, mengingat su1itnya pengawasan di lapangan, 

Apalagi dengan model kontra.k production sharing non cost recovery, 

Pemerintah tetap lebih dhmtungkan daripada kontrak p ·oduction sharing yang 

memberlakukan vosr recovery meslcigun l<ontrakton melaktikan pemberosan.bj.aya. 

Dampak negatif dari pmurunah ~roduksi jauh Jebih dirasakan oleh 

kontraktor yang menggunalcim mod,el kontrak ~oduction sharing non cost 

recovery dibandingl<an ontrak producl'o shaFi g y g emberlakukan cost 

dirasakan oleh kontraktor yang menggunakan model kontrak pro"iiuction sharing 

non cost recovery. Oleh karena 1tu, dengan model kontrak pnilfuction sharing non 

cost recovery kontraktor akan Jebth te£P. cu untuk rnelakukan optirnalisasi 

produksi dibandingkan model kontrak production sharing yang memberlakuk:an 

cost recovtuy. 

Bagi Pernerintah penurunan maupun peningkatan produksi rninyak 

dampaknya tidak berbeda antara kontrak production sharing yang 

memberlakukan kontrak production sharing non cost recovery dan kontrak 

production sharing non cost recove1y. Perbedaannya baru dirasakan saat kenaikan 

produksi gas1 kontrak production sharing yang memberlakukan cost recovery 
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lebih menguntungkan bagi Pemerintah daripada kontrak production sharing non 

cost recove1y. Namun, meng1ngat dengan kont.rak production sharing yang 

memberlakukan cos/ recovery kontraktor tidak lebih tertantang untuk melakukan 

optimalisasi produksi, kontrak production sharing non cost recove1y bisa jadi 

altematif yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah. 

Keuntungan akibat kenaikan harga migas di pasaran jauh 'ebih dirasakan 

oleh kontraktor yang menggunaka.n kontrak production sharing non cost recovery 

dibandingkan kontrak production sharing yang memberlakukan cost recovery. 

Sebaliknya> harga mlgas y g rendah lebih dapat menarik investor yang 

menggunakan kontrak production sharing yang memberlakukan cost recovery 

dibandingkan kontrakproduction sharing non cost recovery. Jadi, pada saat harga 

migas lesu. investor tidak akan tertarlk dengan kont produclien sharing non 

cost recovery. 

Bagi Pemerintah windfall profit jauh lebih menguntungk pada ko trak 

prod clion sharing yang membe lakukan cost recQVery dibandingkan kontrak 

producNon sharing non cost reco\eJy. Namun. dengan naiknya harga rnigas 

kemungkinan kontraktor melakukan investasi yang ti ak perlu juga makin tinggi. 

Oleh karenanya, ontrak producJion sharing non cost recover. bisa 

dijad1kan altematif yang lebih menguntungR:an bagi Pemerintah. A alagi dengan 

kontrak product 'on sharing non cvsf recovery ini PemerintaH jau lebih 

diuntungkan danpada kontrak producti(J)n sharing yang emberiakukan cost 

recovery, mesl{ipun harga.migas kembali turon, 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dati penjelasan di aurs adalah: 

1) kontrak production shar-ing non cost recovery k:uran menarik bagi investor 

meskipun kontraktor share~n a dinaikkan (minyak bumi 71.77 : 28.23, dan 

gas bumi 59.72 : 40.28), karena kontrakproduction sharing non cost recove1y 

memberikan real IRR lebih kecil dibandingkan IRR yang dihasilkan dari 

model kontrak production sharing. 

2) kontrak production sharing non cost recovery leblh menguntungk:an negara 

daripada kontrak productfon sharing, meskipun bagian Pemerintah diturunkan 

da.ri 85% (delapan puluh Hma persen) menjadi 71.77% (tujuh puluh satu koma 

tujuh tujuh puJuh tujuh) untuk minyak dan dari 70% (tujuh puluh persen) 
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menjadi 59.72% (lima puluh sembilan kama tujuh puluh dua persen) untuk 

gas buml, karena kontrak prcduclion sharing non cost recovery mernberikan 

net bagian Pemerintah yang lebih besar dibandingkan net bagian Pemerintah 

yang dihasilkan dari model !amtrak production sharing. 

3) Klausula-klausula pada kontrak production sharing dan pengawasannya yang 

rnasih longgar harus segera dibenahi, untuk rnemperkecil kernungkinan 

terjadinya inefisiensi/kerugian dalam pelaksanaan cost recovety. 

4) Dalam hal kebjjakan tersebut diimplementasikan, model kontrak production 

sharing non cost recovery lebih cocok diterapkan untuk blok-blok yang akan 

diperpanjang kontraknya, bukan bl k baru yang akan ieksplorasi. 

Perancangan suatu sistem peq1ajakan atas pert bangatj mineral dan 

migas bukan merupak:an tugas yang sederhana, karena harus; 

a. memberikan bagian l:lasii)ang dil b i~egara; 
b. bersifat stabil; 

c. transparan dan berJ u bagi semua perusahaan (the level of playing 

flel ; 

d. mudah <Jipahami; 

e. rnudah diadministrasi; dan 

i kompetitif secara intemasiomil. 58 

k administrasi :De;partemen Keuangan rneialui Direktorat 

melakukan pengawasan terhadap kontraktor 

production sharing metalui N mor P kok: Wajib ajak (NPWB). Dengan 

pemilikan NPWP perusahaan kontraktor production sharing berkewajiban untuk 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan atas Pajak 

Pengbasilan dan Pajak Pertamba.hlm NHai. namun uemilcian disadari bahwa secara 

substansi fungsi pengawasan Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderai 

Pajak terhadap kontraktor production sharing dalam nmgka mengamankan 

penerimaan negara relatif masih lemah. 

Pengawasan secara substansi terhadap cosl recow::ty dilakukan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemberlakuan UU Migas 

51 Pricewaterhouse Coopers, Mineral Taxalfon Policies in Asia, 2000, hal 6. 
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yang mengalihkan fungsi pemegang kuasa pertambangan dari Pertamina kepada 

Badan Pelaksana menyebabkan pengawasan terhadap cost recovery selain 

dilakukan oleh BPKP juga dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

Terkait dengan pajak atas bunga, rlividen. dan royaJti, kepada kontraktor 

dikenakan tarif sebesar 20%. Namun, pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas 

bunga, dividen~ dan royalti hanya dHakukan terhadap kontraktor intemasional, 

sedangkan untuk perusahaa.n swasta na.s ·anal tidak dikenakan pajak final tersebut. 

Penerirnaan pel"p:ajakan dari P. ngeiolaan surnber daya alam migas yang 

diperoleh melalui pajak adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) tarif pajak 

penghasilan badan untuk k ntraktor dan 20% (dua puluh persen) un k pajak atas 

bunga, dividen, royalti untuk kentraktor perusahaan migas intemas'onal. 

Kedua tarif paj ang harus dibayar oleh kontrakt r production sharing 

tersebut mempergunak:an tarif efektif ~effective rae) sebesar 44% (empat puluh 

empat persen). Tarif efektif sebesar 44o/o sebagaimana tersebut di atas diperoleh 

dad pe hitungan= 30° ~ orpo ale lax) + 20% (1 OOo/1)-30%). 

Tarif paj efektif ini menunjukkan bagian keuntungan kontraktor yang 

harus dibayarkan kepada negara me1alui Direktorat !fenderal Pajak Departe ' en 

Keuangan sebagai pemenuhan kewajiban per:usahaan di bidang perpajakan. 

Uniformity principl yang d · anut dalam kon1 roduction sharing 

antam Badan Re aksana Migas dan kontraKtor men!i babkan keterbatasan 

Departemen Keuangan mell\Iui Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan 

pengawasan terhadap kewajiban pervajakan yang s harusnya dibayar kontraktor. 

Sedangkan untuk fasilitas bea rnasuk terhadap kontrak yang 

dhandatangani setelah lJU Migas~ telah diterbitkan PMK 97/2006 ten tang 

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi, yang dHanjutkan dengan 2 (dua) PMK 177/2007 tentang 

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak. 

dan Gas Bumi serta Panas Bumi dan PMK 179/2007 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau di Bav..rah 

Air. 
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Untuk fa'{ilitas bea masuk, relatif tidak menimbulkan keresahan ataupWI 

keragu~raguan bagi kontraktor, mengingat kedua PMK dirnaksud berlaku untuk 

jangka waktu yang tidak tertentu (berbeda dengan fasilitas PPN). Dari aspek 

landasan yuridis juga telah cukup kuat untuk rnemberikan fasilitas bagi kegiatan 

usaha di bidang miga'l). 

Garnbar 2. Skema Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Usaha 

Migas. 

PPN, 
PPnBM 

~~ 

Sebc!Uijl 

Petaturan Mro!cri 
Keuangan 

Nomor 
20/~010/2005 

Pada lima tahun teraldhr, j 

Sesudah 

/r 
pr 

PPNOTP 

1 
Peratura.n Mentcri 

Kt!U111\g.lll\ 

Nomor 
178/P~~Oll/2007 

(hulu migas + pabum) 
berlaku sampai 

dengan 
iH Dcwmbe-r 2Q08 

Pi':r.lturan Men · 
Keu;mgan 

Nomor 
97/PMK.Ol0/2006 

(hulu mig;u) 
berlaku sampai 

denga.n 15Juli 2007 

t ''""'""" Peraturan Menter! 

Oflt(lf 

l Ti/PMK.Oll/2007 
(hulu migas + pabum) 

Kontrak Kerja Sama (KKKS) 

memang relatif mengalami peningkatan seiring dengan jumlah kontrak wilayah 

kerja baru yang dttandatangani. Pada bulan November tahun 2004 Jumlah KKKS 

mencapai 119 (seratus sembilan belas) blok dimana 1 02 (seratus dua) adalah 

kontraktor production sharing dan 17 (tujuh belas) ada!ah JOB/JOA. 

Namun demikianj apabila dilihat dari sisi jumlah kontrak blok baru 

(wilayah kerja pertambangan) yang ditandatangani selama periode lima talmn, 

terlihat bahwa investasi di sektor migas terns berkurang. Pemberian insentif 
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tennasuk mengurangi bagian Pemerintah telah diberikan, meskipun hal tersebut 

sebenamya ak:an merugikan Pemerintah untuk jangka panjang. 

Jika pada tahun 1999 jum lah kontraktor bagi has it atau kontraktor 

production sharing barn sebanyak 4 (ernpat) buah, pada tahun berikutnya (tahun 

2000) hanya 1 (satu) kontraktor production sharing. Selanjutnya talmn 2001 naik 

menjadi 9 (sembilan) kontraktor production sharing, tetapi di talllln 2002 kembaJi 

turon menjadi hanya l (satu) kontraktor production sharing, pada tahun 2003 naik 

cukup signifikan menjad! 15 (lima beias) kontraktor production sharing, namun 

Tahun 2004 kembali turn enjadi hanya 1 (satu) kontraktor production 

sharing.59 

Pada fahun 2005 dan tahun 2006 masi g-masing telah ditandatangani 5 

(Hma) konttak production sharing baru, dan pada tahun 2006 teroapat 7 ~tujuh) 

blok yang harus di l<embalikan karena Rontraknya berakhir. Seaangkan pada tahun 

2007 ditandatangani 9 (sernbilan} kontrak production haring baru. 

Garnbar 3. Tabel Jum]ah Kontrak ~aru di BiClang Migas yang Ditandat gani 

15 
14 
13 
12 
I I 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 . 
3. 
2. 
I 
0 

Sejak '[ahun 1999. 

I999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dengan adanya penambahan dan pengembalian wilayah ketja tersebut, 

maka pada akhlr tahun 2006 Bad an Pelaksana Migas menangani J 40 ( seratus 

empat puluh) wilayah kerja yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) wilayah kerja 

.w Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas. (BP Migas), Pemer!nlah Rcpublik 
Indonesia, Laporan Kegioton !JP Migas Periade 2002-2004. 2004. 31 Okt. 200ft 
<http://www .bpm 1gas.com/Laporan~2002· 2004 .asp-.>. 
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yang sudah berproduksi dan 85 {delapan puluh l1ma) wilayah kerja yang masih 

dalam tahap ek:splorasi. Pada wilayah kerja yang berproduksi~ sebanyak 14 (empat 

belas) dikelola oleh perusahaan nasional, sedang pada wilayah ketja yang belurn 

berproduksi s:ebanyak 31 (tiga puluh satu) dikelola perus:ahaan nasionat 

Demikian pula jumlah investasi di bidang eksplorasi di tahun 1998 

mencapai US$ 1 miHar, tetapi di tahun 2000 berkurang menjadi hanya US$ 428 

juta, lahun 2002 menjadi US$ 574 juta dan tahun 2003 hanya sebesar USS 244 

juta. 

Selama tahun 2006 pengeluaran yang dibelanjakan untuk kegiatan usaha 

hulu minyak dan gas burqi di Indonesia be.qjumlah US$ 9, 71 iliar, sebagian 

besar pengeluaran (US$ 7,99 miliar) untuk wilayah kerja yang s ctah produksi. 

Peningkatan pengeluaran pada wilayafi kerja produksi terutama diakibatkan oleh 

adanya peng:embangan lapangan-lapangan minyak: dan as bumi baru. Sedangkan 

kegiatan eksplor i migas yang dilakukan ada wilayah kerja yang belum 

prod kst pada tahun tersebut tercatat sebesar US$ 1,72 miliar atau naik 47% dari 

tahun 2005. 

Berbanding lurus dengan jumHlh kontraktor production sharing bam dan 

investasi di bidang migas, prOduksi minyak menunjukkan tren yang menurun dari 

tahun k tahun. Tercatat hingga ulan Agustus 200i7, produksi minyak bumi ta~ 

rata per hari tahun 2007 baru menembus angka 8J9,7 ribu barel (sedik:it lebih 

rendah dibandingkan tah sebelumnya).60 

Berdasarkan tabel jumlah kontrak baru di bidang migas sebagairnana 

tersebut di atas, dengan menunjuk Mda be erapa parameter ke tertarikan investor 

di bidang migas lainnya yang relatif bers ing atau bahkan iebih unggul 

dibandingkan dengan negara~negara di asia tenggara lainnya (Malaysia, Thailand, 

Philipina dan lain-lain). antara lain wilayah keija di Indonesia yang lebih banyak 

dan luas serta lebih menarik, tingkat kearnanan yang cukup kondusif, maka fak.tor 

"'kepastian hukum" di bidang pajak menjadi sangat menentukan bagi investor di 

bidang migas untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

* S1rbsidi Encrgi dan Pengamanan Krisis 2(}()8 disa!tkan, Buletin Minyak dan Gas Bumi, 
Edisi Kedua November2007, Jakarta, ball4, 
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2. PERLUNYA KEPASTIAN HUKUM PERLAKUAN PERPAJAKAN 

DAN KEPABEANAN TERHADAP BIDANG USAHA MIGAS DAN 

IMPLIKASINYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA 

Pennasalahan lain yang timbul sehubungan dengan kebijakan Pernerintah 

di bidang usaha migas saat ini adalah para kontraktor rnemerlukan suatu kepastian 

hukum untuk berinvestasi di bidang migas di Indonesia, khususnya berkaitan 

dengan penawaran wHayah kerja baru yang aitawarkan oleh DESDM. 

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu 

terakhir ini, belum mampu mence inkan aspek ke~tian hukum. Hal ini 

disebabkan munculnya peraturan yang cend g memberatkan investor.61 

Besar k:ecilnya berba ai _P.ajak dan pungutan dapat menjadi incentive atau 

disincentive bagi pemegang kuasa peftam gan an atau konlra tor.62 

Hal terse - t dapat dipahaml j umlah investasi yang akan di namkan r tif 

cukup besar sehingga investor di bidang migas perlu memperhltungkan biaya

biay yang perlu dikeluarkan. 

Ditinjau dari hierarki peraturan nerundang~un angan, kedu i.J.Kan 

Perawran Menteri Keuangan memang tidak secara tegas diatur dalam Undang

Undang Nornor 10 Tahun ~004 tentang Pembentulcan Peraturan Perundang~ 

undangao Beserta Peraturan PelakSanaannya (UU Nomor 10 Ta.hun 2 04). 

Jenis Clan hierarlG Peratura.rtPer dang-unaangan adalah sebagai berikut: 

1. tJndang-Undang Dasar Negara ReQUblik Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang; 

3. Peraturan Pernerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah.63 

61 Ennan Radjagukguk,Jlu/mm ltwestasi indonesia, Poko); Bahasan, Jakarta: 2006, 
hal. 54. 

61 Abrar Saleng. op.cir.,hal l09. 
ro indonesia, Undang-Undang 1entang Pembenmkan Pcraturan Perundang-undangan 

Beserta Per.uuran Pelaksanaannya, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN. No. 
4389. 

UniverSitas Indonesia 



Dampak Perlakuan..., Toto Hari Saputra, FH UI, 2009

74 

Namun demikian, daiam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor lO Tahun 2004 

dicantumkan penegasan hahwa jenis peraturan perundang-undangan seJain 

sebagaimana tersebut di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai dan 

mernpunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pada prinsipnya ketentuan mengenai tata cara pengajuan rancangan 

peraturan menteri keuangan tidak diatur secara tegas dalam UU Nomor I 0 Tahun 

2004. Namun demikian dalam penyusunan rancangan peraturan perudang

undangan di lingkungan Departemen euangan, khususnya penyusunan peraturan 

menteri keuangan dan peraturan pelaksanaan yang dibawahnya adalah 

berpedoman pada. Peraturan Menteri Ki ang Nomor 283/KMK..Ol/2003 tentang 

Pedoman flenyusunan Peratura.A Peratutan Perundang-undangan di Lingkungan 

Departemen Keuarrgan (!'MK 283(!20031. yang secara material selaras dengan 

mated yang diatllt dalam UUNernor 1:0 Tahun 2004. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat ( l} PMK 28312003, dalam 

penyusunannya PMK 178/200 <iipersiapkan leh unit orga,nisasi eselon I terkait 

( dalam hal ini Bad an Kebijakan Fiskal) yang disampaikan epada Menteri 

Keuangaq dengan ditembuskan kepatla Sekretaris Jen eraf dan Biro Hukum. 

Pada prinsipnya penerbltan PMK 178/2007 secara prosedur3:1 telah sesuai 

dengan ketentuan yangrberlaku (lJU Nomor I 0 Tahun 2004 ~n PMK 2:8312003). 

namun demikian keliliawatiran mvestor mengenai ke.QaStian hukum PMK 

178/2007 dimak:sud tidak pada kedudukan dari segi hlerarki, namun lebih 

dituju.kan pada jangka waktu PMK 178/2007 sendiri yang menyesuaikan pada 

Tahun Anggaran APBN yang bersangkutan sehirrgga dalam hal Pemerintah 

berkomitmen untuk tetap memberikan K:ebijakan dimaksud maka pada setiap 

pergantian Talmn Anggaran Pemerintah harus memperbaharui PMK 178/2007 

dimaksud. 

Hal tersebut berdampak pada keragu-raguan kepada para investor di 

bidang migas, khususnya mengenai kepastian kebijakan yang akan senantiasa 

berkelanjutan berkaitan dengan PPN atas impor barang kebutuhan di bidang 

migas. Sementam pada satu sisi investor harus memperbitungkan investasi dan 
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biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha bidang migas yang berlangsung 

cukup lama. 

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim 

investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan 

biaya-biaya yang hams dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata 

kunci untuk rnencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum.64 

Dalam APBN, Pajak Ditanggung oleh Pemerintah (Pajak DTP) akan 

dicatat sebagai bagian atau tambahan pada penerimaan perpajakan sedangkan di 

sisi pengeluaran, dicatat dalam jumlah yang sama, seba:gai tambahan pengeluaran 

dalam bentuk subsidi pajak (tax ex11enditure). 

Mengingat Pajak DTP tersebut masul< lee penerimaan, maka secara tidak 

langsung akan rneningkatkan ni lai kinerj a Direktorat J end era! Pa · ak Departemen 

Keuangan, ehingga enerimaan riil Direktorat Jenderal Pajak Departemen 

Keuangan menjadi bertambah (makin tinggi). 

Kebijakan Pajak DTP mulai dikenal pada APBN Perubahan Tah n 2002. 

Penge'rtian Pajak DTP sama dengan _gengertian "tax expenditure" yang banyak 

diterapkan di kelompok negara industri maju yang tergabung dalam Organisasi 

untuk Kerjasama dan Pemoangunan Ekonomi (OECD) dan juga telah sesuai 

dengan klasifilCasi pendapatan negara dalam "Government Financial Statistic" 

(GFS) tahun 2001 serta IMF paper. 

Dalam memberikan bentuk: fasi litas dimak'sud, Pemen ntah harus terlebih 

dahulu menganggarkan pagu pembiayaan dalam RAPBN untuk dibahas degan 

DPR. Dalam hal DPR telah menyetujui pagu pembiayaan dimaksud, Menteri 

Keuangan menerbitkan landasan rid is untuk pe aksanaannya. 

Untuk mendorong investasi sektor energi, dalam Rancangan APBN 

Perubahan Tahun 2008 terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar 

Rp17,1 triliun. Jumlah itu antara lain terdiri dari beban Pajak Penghasilan 

64 Erman Radjagukguk,. op.cit., ha1.51. 
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(PPh) panas bumi sebesar Rp0,5 triliun dan beb.an PDRI untuk eksplorasi 

minyak dan panas bumi sebesar Rp7,8 triliun.65 

Saat ini, Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pelaporan berbagai 

jenis subsidi pajak: yang diberikan oleh pemerintah daiam bentuk Pajak DTP, 

sehingga pelaporan dari realisasi DTP tersebut dapat dilaksanakan setiap 

bulannya. 

Mekanisme pelaporan yang akan dibangun adalah dengan koordinasi 

antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat 

Jenderal Perbendahar:aan dengan maksud agar ketiga unit dimaksud dapat 

mengkoordinasikan pelaporan pajak DTP tersebut secara regular, sehingga pada 

saat laporan semester Pemerintah tel memp nyai nilai Pajak DTP dimaksud. 

T erhadap _pennasalahan PPN atas importasi barang-b"'arang 

kebutuban migas,.tersebut> terdapat berapa crlternatif soiusi yang mun kin &!pat 

ditempuP. oleh Pemerintah, yaitu sebagai berikut: 

1. Me~akukan Amandemen atau Perubahan terhadap Kontrak-kontrak 

yang Ditandatangani Setclah Bcrla]{unya UU Migas. 

Pada prinsipnya amandemen atau perubahan dari suatu kontrak 

dimungkinkan sepanjang disepakati oleb kedua tiefah pihak, Alternatif ini 

ditempuh dengan maksud untuk: menyelaraskan k'ontrak ·kontrak :r:ang telah 

ditandatangani setelah oerlakunya UU Migas deng 

ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasa 

yang menyatak.an bahwa adan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang 

metaksanakan Kegiatan Us a lu wajib memba ar penerimaan negara yang 

berupa pajak dan Penerimaan N gara Bukan Pajak. 

Dalam hal ini, kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dimak:sud 

tidak lagi menerapkan model kontrnktor production sharing, sehingga tidak 

dikenal lagi sistem penggantian atau reimbutsment pajak. Namun demikian, 

penulis berpendapat bahwa altematlf ini relatif sulit untuk ditempuh 

M Cmaian Pralr.tek Perpajakan Kiw, Paj(lk Difanggung Pemerintah Demi lnvestasi dan 
Stabilftos Horga, 2006. 3 I Okt. 2008 
<http://pajaktaxes. blogspotcom/2008/0 3/pajak·d itan ggu ng·pemeri ntah-dem Lhtm I>. 
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mengingat kontraktor-kontraktor dirnaksud saat ini telah menikmati fasiJitas 

PPN DTP berdasarkan PMK 178/2007. disamping posisi Badan Pelaksana 

Migas yang cukup lemah mengingat saat !ru Indonesia sangat memeriukan 

peningkatan penerimaan dari sektor migas. 

Secara yuridis formal, seharusnya para pihak mempunyai kedudukan 

yang sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak. Nanmn dalam 

kenyataannya bentuk dan isi kontrak biasanya telah ditentukan dan disiapkan. 

yang lazim disebut sebagai standar kontrak. 

Standar ontral<: merupi!kan perjanjian yang telah ditentukan dan 

dituangkan da1am bentuk: formuHr. Mariam mengemukakan bahwa standard 

kontrak: erupakan peijanjian yang telah diaakukan. 

Ciri-cirl perjanjian baku a<talah: 

1. isinya diteta:nkan secara sepihak oleh pihak yang posi i ekonominya 

k:uat; 

2. masyarakat (kontraktor) sama sekali tidak ikut bersama·sama 

mencntukan isi perjanjian; 

3. terdorong oleh kebutuhan kontrak.tor terpaksa menerima perjan' ian 

dimaksud; • 
4. bentuk tertentu (tertulis); 

5. dipe iap secarn massa1 dan ke ekti f. 66 

Persoalannya a-dara:h apakafi engan adanya berbagat syarat-syarat 

baku terse but kontrak producfion snaring yang ditandatang i oleh para pihak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terda:g t iiua pendapat berkaitan 

dengan permasalahan tersebut, yaitu ajaran penaklukan kemauan yang 

dikemukakan oleh Zeylernaker. Sebagai modiftkasi dari ajaran tersebut, Stein 

berpendapat bahwa pihak-pihak peserta lain sama sekali tidak mau tunduk 

kepada syarat-syarat yang tidak menguntungkannya, melainkan kepada 

klausu1a-klausula yang pantas. 

~Salim HS. Op.cit.,, (mcngutip dari Mariam Damsbadmlzaman, 1980:4), hal 342 
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Pandangan lain berpendapat bahwa perjanjian baku bukan merupakan 

perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yang 

dikemukakan oleh Sluijter dan Mariam Darusbadrulzaman. Pandangan ini 

melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan suhstansi kontrak. Substansi 

kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak sehingga substansi kontrak 

tersebut bukan merupakan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang 

diberJakukan bagi kontraktor. 

Pendapat kedua adalah ang dikemUka:kan oleh Hondius, yang menitik 

beratkan kekuatan meng1kat pe.(janjian baku karena kel5iasaan yang berlaku 

dalam masyarakat. 

2. Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang memberi n FasiJitas 

PPN DTP dengan bentuk kerangka atau memberikan fasilitas beptuk 

Jain untuk P-PN--atas i!D-por barang~ba:rang kebutuhan migas. 

Menerbitkan Peraturan M nteri Keuangan yang memberikan 

fasilitas PPN DTP dengan bcntu kerangka 

Alternatif ini dapat ditempuh dengan mengganti PMK 178/ 2007 

menjadi Peraturan El1enten Keuangan yang memberikan fasilitas PPN 

DTP sepanjang terdapat pagu pembiayaan dalam APBN Tahun 

bersangkutan. Meskipun ari se i konstruksi maupun bentuk fasHitasnya 

sejenis dengan PMK I 78/2007, namun demikian Peraturan Menteri 

Keuangan in1 tioak memerlukan penerbitan atau penggantian setiap 

tahun anggaran, mengingat Peraturan Menteri uangan ini akan 

berlaku efektif sepanjang terdapat pagu pembiaya:an dalam APBN tahun 

bersangkutan. 

KeJemahan dari Peraturan Menteri Keuangan ini adalah bahwa 

Peraturan Menteri Keuangan hanya bersifat mekanisme dan tidak 

mempunyai landasan hukum. Dalam hal ini, penulis memandang 

Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai suatu kerangka yang akan terisi 

nilai PPN DTP-nya saat pagu pembiayaannya tersedia dalam APBN. 
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2.2. Menerbitkan Skema Fasilitas lain untuk PPN atas Impor Barang~ 

barang Kebutuhan Migas 

Pada prinsipnya fasilitas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang·Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), 

khususnya yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 16B terdapat 2 (dua) 

macam, yaitu: 

1. pajak terutang tidak diP.ungut; 

2. dibebaskan dari pengenaan PPN 

kegiatan tertentu. 67 

Saat ini, pemberian fasilitas PPN tidak dip gut cenderung 

diberikan untuk kegiatan ;ran bererientasi ekspor, sedangkan untuk 

kegiatan di luar ekspor pemberian ffisiiitasnya dalam bentuk 

mbebasan. 

A[tematif p0mberian fasilitas PPN tiengan sk€rna lain ditempuh 

aengan menetapkan barang-barang im:por kebutuhan Migas sebagai 

Barang Kena PajaK Tertentu y g bersifa strategis yang dibebaskan dari 

pengenaan PPN. Rem ri kebijakan ini adalah mendasarkan pada 

etentuan Pasai 16B huru j UU PP , ¥ffilg menyatakan sebagai berikut: 

Den~an ~eraturan PerneFintah dapat ditetaP.:ka b wa pajak terutang 

tidak itlebaskan dari pengenaan pajak untuk : 

a. kegiatan di kawasan fertentu aia tempat terte tu di da)am Daerah 

Pabean; 

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak tertentu; 

c. impor Barang Kena Pajak tertentu; 

--·-----~~-

67 Lt!kman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Pajak Penamhaltlm Nilaf. Jakarta: PT 
Grasindo: 2008, hal 64. 
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a. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah 

Pabean di datam Daerah Pabean; 

b. pemanfaatan Jas:a Kena Pajak tertentu dari !uar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean, 

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam 1 6B huruf j diberikan terbatas untuk 

mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang 

bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan DPR-RI. 

Kelemahan dari fasilitas ini adalah perlunya waktu yang cukup lama untuk 

melakukan penyusunannya mengingat err.lu dikonsu ltasikan terlebih dahulu dengan 

DPR-RL DisamP;ing i u adanya bentuk konsekwenst dari fasili as upembebasan" yaitu 

bahwa Pajak asukan yang di6ayar untuk rxtrolehan B rang Kena Pajak dan atau 

perolehan Jasa ena PaJak yang atas penyeiiahannya dibeaaskan aari penge arm Pajak 

Pertambahan Nilal, tiaak dapat dikreditkan. 

Meskipun demikian, konsekwensi tersebut baru akan berdampak dalam hal 

barang~barang kebutuhan migas tersebut perolehannya adalah melalui penyerahan 

dalam negeri. Dari aspek kepasdan ht~kum, fasilitas ti rang st ategis ini lebih 
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Berdasarkan hasH pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

l. Dari aspek perpajakan, meskipun Pemerintah tela.h menebitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.Oll/2007 tentang Pajak Pertambahan 

NHai Ditanggung Pemerintah atas lmpor Barang untuk Kegiatan Usaha 

Eksplorasi Hulu Minyak dan Oas umi serta Panas Bumi, namun bagi para 

kontraktor dt bidang migas kebijakarl tersebut dirasakan belum dapal 

menJ .in pemberian fasilitas sesu · dengan jangka waktu kontrak yang telah 

ditm1datangani. Sedangkan dari asp k kepabeanan (bea masuk). penerbltan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177lPMK:.011!2007 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nnmor 17 tPMK.Oll /2007 tentang teJah cukup 

memberikan insentif bagi investor arau konti:aktor. 

2. Berlakuan perp jakan sebagaimana diatur dalam eraturan Menteri Keuangan 

cukup memberikan kepastian hulfum bagi 

k giatan uSaha di bidang usah minyak dan gas bumi, rnengingal Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PM .0! 1/2007 bedaku untuk j gka waktu J 

{satu) tahun. semantara itu ont k production shar:ing berlakJU untuk jangka 

waktu 30 (tiga pul ) tahunan. Dalam h l Pemerintall akan tetap memberikan 

fasilitas tersebut. maka Pemerintah periu memperbarui Peraturan Menteri 

Keuangan tersebut secara terus-menerus setiap t un ingga berakhimya 

kontrak. Hal ini jelas akan berdamp _ epada kurang memberikan kepastian 

hukum bagi penawaran wilayah kezja pe ambangan baru yang dilakukan 

setiap tahun oleh Pernerintah kepada para kontraktor. 

3. T erda pat beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan 

(PPN impor) di bidang migas setelah berlakunya UU M1gas, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Melakukan amandemen atau perubahan terhadap kontrak~kontrak yang 

ditandatangani setelah berlakunya UU Migas, untuk menyelaraskan 
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dengan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) 

UUMigas; 

b. Menerbitkan Peraturan Menter! Keuangan yang rnemberikan fasilitas PPN 

DTP dengan bentuk kerangka atau memberikan fasilitas bentuk lain untuk 

PPN atas impor barang-barang kebutuhan migas. 

4. Pajak Ditanggung oleh Pemerintah (Pajak DTP) pada satu sisi dicatat sebagai 

bagian atau tambahan pada penerimaan perpajakan sedangkan pada sisi 

pengeluaran, dicatat sebagai tamtlahan pengeluaran dalam bentuk subsidi 

pajak (tax expenditure). sehingga pada dasamya tidak terdapat penerimaan riil 

pada APBN. Dalam rangka tebih meningkatkan kepastian hukwn bagi 

investor di bidang migas, kebijakan Pajak DTP perl tiitinjau 1\Jembali. anmra 

lain dengan pertimbangan unttik menyelaraskan jangka waktu kebijakan 

dengan jangka waktu berlakunya kontiak di b_idang migas. 

5.2SARAN 

i kesimpulan yang aiperoleh di atas, m a penu is memberikan b berapa 

saran sebagai berikut: 

1. Badan Peiaksana igas dan Departemen Energi dan Sumber Daya ineral 

~elaku pembuat kontrak dan bertindak sebagai badan publik yang berupa 

badan hukum perdata, per1u terlebih dahulu memahami ketentuan·ketentuan 

terkait antara lain ketentiJan di bidang ~jakan dan kepabeanan) kehutanan~ 

lingkunan Hidup dan lain sebagaimanya sehingga.: penyusunan kontrak di 

bidang migas lebih selaras dengan UU Migas dan peraturan perundangan lain 

yang terkait Ha[ tersebut dengan maksud agar nantinya da am pelaksanaan 

kontrak dimaksud, tidak terdapat hambatan yang memerlukan intervensi 

Pemerintah sebagai pemegang k uasaan pUblik untuk menyelesaikan 

permasalahan dimaksud. 

2. Mengingat kontrak di bidang migas terkandung unsur penguasaan hajat hidup 

orang banyak, berjangka wal<tu lama, dan berpengaruh pad a keuangan negara 

dalam jangka panjang, Pemerintah per!u rnembentuk suatu tim yang solid 

(bersifat ad hoc ataupun antar departemen) dengan melibatkan urtit-unit terkait 

guna mengkaji secara komprehensif (baik dari aspek penedmaan migas~ pajak~ 

kehutanan~ Jingkungan hidup dan sebaga]nya) kebijakan di bidang usaha 
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migas dalam rangka menyusun kontrak baku di bidang migas dengan tetap 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. kebijakan ekonomi yang akan ditempuh; 

b. kepastian hukum serta memberikan profit bagi negara; dan 

c. menarik bagi investor. 
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